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Menimbang : a- bahwa Pangan mgrupakq{r kebutuhan dasar manusia yang
paling utama dan pemenuhannya merupakan tanggung jawa6
T.:g*." dt*-.y9*pekan e-hgi6ir,t, dari hak asasi *an,rsi. yang

ndang Dasar Negara Republik

mewqiu:@n

peningkatan sumber daya
'*etahanan pangan

pelaksaqaan ii
, ,perlu disusun
,Eaerah Pangan

*ebegai komponen dasar untuk
mq{usja yang berkualitas;

b. bahwa.dftIam
manusia,'dan
Kabupaten

dan gizi di
pedoman

dan Gizi
di

c,

d.

Pasal L6 ayat (3) dan
Tahun 2Ol7 tentang
menyebutkan Bupati

Pangan dan Gizi
Rencana Aksi Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah pangan- dan
Gizi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Olg-2O22;

undang - Undang Nomor 2T Tah.un 1959 tentang penetapan
undang - undang Darurat Nomor g rahun tgsg tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Karimantan (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 1g5g Nomor 9) sebagaiundang undang (Lembaran Negara Republik indoneiia
Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1S2O);

undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Mengingat : 1.

2.



3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
536O);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 568O);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tah:un 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1OO);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Rencana
Pembangunan JangJca Menengah Nasional Tahun 2Ol5 - 2OLg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B);

Peraturan Menteri Pembangun€rn Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2OIB
tentang Rencana -Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2Ol8 Nornor 149l;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2OL6 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun
2OL7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 * 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ot7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2}tg
tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2Ol9-2A21 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2OL9 Nomor 7);

4.

5.

6.

7.

8. Peraturan Presjden Nomsr 83 Tahun 2Ol7 tentang Kebijakan
Strategis ,Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 188);

9.

10.

11.

12.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN

DAN GIZI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2AL9* 2422.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Pera&rran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Rencana Aksi Daerah setranjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Daerah

Kabupaten Barito Selatan.
4. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenr*hinya kebr:tuhan pangan dan

gizi bagi negara sampai dengan perseorailgan yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, €rlanall, beragam, memenuhi

keculmpan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan dan budaya masyarakat unfi.rk mewr4iudkan status gizi yang baik

agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
5. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yans selanjutnya disingkat KSPG adalah

kebijakan strategis datam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan
sumber daya rnanusia yarrg berkualites dan berdaya saing.

6. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi y*ng selaqiutnya disebut RAN * PG

adalah rencana aksi tingkat Nasionsl berisi prograrn serta kegiatan di bidang
pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing.

7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah yang
selanjutnya disebut RAD- PG Proyinsi adalah rencana aksi tingkat Provinsi berisi
program serta kegiatan di bidang pangan darz $n guna mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

8. Rencana Aksi Daerah Par:gan dan Gizi Kabupaten Barito Selatan yang
selanjutnya disebut RAD - PG Xabupaten adatah rencana aksi tingkat Kabupaten
berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik
yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan parlgar!, bahan
baku pangan, dan bahan lain yang digunakan da-lam proses penyiapan,
pengolahan dan atau pembuatan makanan dan miauman.

10. Gizi adalah rat atau senyasra-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang
terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, rnineral dan turunnya yang
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

11. Ketal:arr.an Pangan adalah kondisi terpenr.rhinya pangan bagi llrnatr tangga. yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutr:nya,
a-rnan, rnera.ta. dan terjangkau.

12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Po(ia mempakan penanggungiawab
dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari
masing-masing indikator.



13. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM merupakan
indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan
kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonomi
(daya beli).

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG Kabupaten berisikan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan dan Gizi
dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barito
Selatan pada Tahun 2Ol9 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 3

Dokumen RAD- PG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana
tercantrrm dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD-PG Kabupaten merupakan pedoman bagr Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan untuk menJrusun Rencana kerja dan menjadi acuan bagi
para pemangku kepentingan dalam upaya 

-peningkatan 
ketahanan pangan dan gizi

masyarakat.

BAB III
PEMANTAUANT .DAN EVALUASI

Pasal 5,'-

(1) Pemerintah Daerah melakjkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Pangan dan'Gizi.

{21 Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reaksi Aksi Daerah Pangan
dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG Kabupaten dibentuk Tim Pengarah
dan Tim Teknis Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten.

(4) Tim Pengarah terdiri dari Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah yang
memberikan arahan terhadap RAD-PG Kabupaten mulai dari penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

(5) Tim Teknis terdiri dari Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis
yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten, mulai dari pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi.



(6) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :

a. Penanggungiawab
b. Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota

Bupati Barito Selatan;
Sekretaris Daerah;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Kepala Perangkat Daerah Teknis/Terkait.

(71 Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut :

a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Anggota : Perangkat Daerah Teknis/Terkait.

(8) Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

(9) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input,
proses, output serta indikator dampak seperti yang tertuang dalam dokumen
RAD-PG Kabupaten.

(1O) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis melaporkan
pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, tahunan dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.

, Pasal,6

(1) RAD-PG Kabupaten sebagaim"r." dimaksud pada Pasal 3 dapat dilakukan
peninjauan kembali berdasarkan :

a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG Kabupaten;
b. perubahan KSPG;
c. perubahan RAN-PG; dan/atau
d. perubahan RAD-PG Provinsi.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

(3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk melakukan perubahan RAD-PG

Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten bersumber pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;dan/atau
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundang[<an'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito selatan'

DitetaPkan di Buntok
pada t"ogg"l 13 mef' 2019
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR T TAHUN 2OI9
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN
GIZI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 20t9 - 2022

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Situasi gizi secara global menunjukkan kondisi yang ekstrem. Mulai dari

kelaparan, kekurangan gizi, dan stunting sampai pola makan yang mengikuti

gaya hidup rendah serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus dan pendek

sampai kegemukan. Di sisi lain, penyakit menular dan penyakit tidak menular
juga meningkat. Sangat jelas peran gizi berkontribusi bermakna pada

penanggulangan ke dua jenis penyakit ini. Untuk mencapai status kesehatan

yang optimal, dua sisi beban penyakit ini perlu diberi perhatian lebih pada

pendekatan gizi, baik pada masyarakat kaya maupun masyarakat miskin (WHO,

2OO8). Hal ini karena status gizi optimal digunakan sebagai salah satu standar

untuk kualitas sumber daya manusia, prestasi akademik, dan daya saing suatu

daerah atau bangsa (The Lancet,37 :,34O -.35fl
Gizi memiliki peranan penting dat?m pembangunan, hubungan gizi dengan

pembangunan bersifat timbal ba,lik, artinya bahwa gt i akan menentukan

keberhasilan suatu bangsa, begitu,pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat

mempengaruhi status gizi masy,arakatnS4a.: Gtzi dalam kaitannya dengan

pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan sumberdaya manusia, karen a gSzi

sebagai sentra pembangunan manusia. Di mana status gizi ini juga sangat

dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang ideal.

Meningkatkan kualitas 'dan kuantitas konsumsi pangan yang ideal

diperlukan upaya yang sungguh-sungguh, upaya tersebut tidak cukup pada sisi

penyediaan saja, tetapi juga harus dapat langsung mempengaruhi perbaikan

mutu gizi masyarakat, diantaranya peningkatan pendapatan dan peningkatan

pengetahuan tentang perbaikan gizi dan status gizi yang rnerupakan muara
akhir dari sistem ketahanan pangan. Dengan kata lain status gizi merupakan

salah satu indikator yang mencerminkan baik buruknya ketahanan pangan.

Persoalan kekurangan gin saat ini bukan lagi persoalan daerah melainkan
persoalan regional hingga menjadi masalah dunia. Penanggulangan kekurangan
gizi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan bersama. Dalam

penarlganan masalah pangan dan gLzi, beberapa faktor yang mempengar-uhi
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antara lain, rendahnya daya beli masyarakat dan perilaku sosial budaya yang

tidak menunjang kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian. Karena itu
akan berakibat pada bertambahnya angka kemiskinan, terbatasnya akses

pangan pada keluarga miskin, rendahnya kesadaran lingkungan bersih,

melemahnya partisipasi masyarakat, tingginya tingkat infeksi, belum

memadainya pola asuh anak dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan

kesehatan dasar, perlu ditangani dengan seksama yang melibatkan masyarakat.

Pangan dan giz;i sangat menentukan kualitas sumber daya manusia

Kabupaten Barito Selatan dimasa mendatang dan berpengaruh terhadap

kemampuan daya saing masyarakat Kabupaten Barito Selatan baik di tingkat
lokal, regional, nasional maupun global. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

pangan dalam rumah tangga temtama pada ibu hamil dan anak balita tenrtama
1fr)o Hari Pertama Kehidupaa akan berakibat pada kekurangan giz' yarlg

berdampak pada lahirnya generasi muda yang tidak berkualitas, jika tidak
dilakukan penanganan segera dan berlangsung lama akan menyebabkan

kehilangan generasi (lost generation) yang dapat mengganggu tatanan sosial,

ekonomi, budaya, ketahanan se{ta kepqntingirn.,Penrbangunan Kabupaten Barito

Selatan kedepan. - .j,t ,i;,,,.i:, ; 
' 

','' ,,,,
I .'.:.li:1:li'r':Y*t'i1i!:":.',. 

""'"Keberhasilan pembangunilnlfq I kedepan sangat ditentukan
:

oleh ketersediaan Sumber D'ny" :{q$M) fn ng berkualitas, yaitu SDM

yang memiliki fisik yang tanqguh,'$i{6at, eiffi deAgqn mental yang kuat. Hasil

penelitian menunjukkan SDM. beffiiffi 
1lsrSat 

ditentukan oleh status gizi

yang baik terutama pada saat loQ;@.Sffi" grzi yang baik ditentukan oleh

jumlah dan kualitas asupan qg{+,,qTx,grqg a*o,Ueg11. Melihat permasalahan

pangan dan gizi di Kabupaterr Barito Selatan, --pgrlu melakukan percepatan

penurunan masalah gtzr mel{g!,... ,_ bgE-a*, yang terkoordinair untuk
menurunkan segera prevalensi kurdng:gizrr:gai buruk, balita pendek (stunting),

prevalensi balita kurus (wasting), obesitas (kelebihan berat badan), peningkatan

kesehatan ibu dan remaja, serta peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas

terhadap pangan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka saat ini pembangunan dan

perbaikan gizi dilaksanakan secara multi sektor mulai dari aspek produksi

pangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi sampai pada aspek kandungan
glzi darl pemanfaatan yang mempengaruhi status gizi.

Undang - Undang No .17 tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional tahun 2OO5 - 2025 mcncgaskan bahwa "pembantunan

dan perbaikan gzt dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi,

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Barito Selatan
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pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang

cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya: .

Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan

dan gSzi secara multi sektor dalam skala nasional dan daerah, maka di perlukan

rencana aksi pangan dan gizr di daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 63 ayat (3)

Undang - Undang Nomor L8 Tahun 2OL2 tentang pangan yang mengamatkan

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pen5rusunan Rencana Aksi Pangan dan

Gizi setiap 5 (lima) tahun". Rencana aksi ini di susun melalui pendekatal lima

pilar pembangunan pangan dan gSzi yang meliputi :

1. Perbaikan gizi masyarakat , terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil, dan

anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan

berkelanjutan di fokuskan pada intervensi gtzr efektif pada ibu pra-hamil, ibu

hamil, bayi, dan anak balita dua tahun.

2. Peningkatan aksebilitas pang€.n yang beragam melalui peningkatan

ketersediaan dan akses pangan yang difokuskan pada keluarga rentan

pangan dan miskin.

3. Peningkatan pengawasan mutul dan keamanan pangan melalui peningkatan

difokuskan pada Fqpgan berbasis sumber daya

lokal, perilaku hidup bersih dan setat serta *et*it*lisasi posyand.u.

5. Penguatan kelembagaan pariger.t .dan g@i,.di tingkat provinsi, dan

kabupaten/kota, serta sampai tingkat de.sa.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahu n 2OO4 dan Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4, yang kemudian diperbaharui melalui Undang -
Undang nomor 23 Tahun 2OL4, ditetapkan bahwa Bupati terpilih wajib

merqruslrn RPJMD, yang merupakan penjabaran dari visi dan Misi serta program

prioritas yang sebelumnya ditawarkan kepada masyarakat pada waktu

kampanye. Dokumen RPJMD yang disusun akan mencerminkan sejauh mana

kredibilitas Kepala Daerah terpilih dalam pemandu, mengarahkan, dan

memprogramkan perjalanan kepimpina.nnya dan pembangunan daerahnya

dalam masa 5 (lima) tatrun kedepan dalam mempertanggungiawabkan hasilnya

kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

pengawasan keamanan pa4gffiI yarlg skan pada makanan jajanan yang
' t:,i-+j . 

':!'i!rit:i:'':'!-i..'.
memenuhi syarat dan prodrrt<si i9@ lsrngga (PIRT) tersertifikasi.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Barito Selatan
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2oL4

secara tegas memberikan arah pembangUnan Pangan dan Gizi dengan sasaran

meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya status kesehatan dan= glzi

masyarakat. Program pembangunan yang berkeadilan yang terkait dengan

Rencana Tindak upaya Pencapaian Tqiuan Pembangunan Milenium (MDGs)

telah dihrangkan dalam instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2O1O' Salah satu

dokumen yang harus disusun adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

(RAD-PG) z}tg 2022. Sejalan dengan RAN-PG 2Ol4 - 2019, Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan bersama stakeholdernya telah menjadikan RAD-PG

2OLg - 2022 menjadi perhatian untuk ddabarkan dalam matrix rencana aksi

yang menjadi bagian pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Barito Selatan

selama dua tahun kedePan.

Matrik ini mengintegrasikan pembangunan pangan, kesehatan, ekonomi,

pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam 
::':T:, "r-"TU", 

tokoh aga'rrra I
adat / masyarakat, untrrk. perbaikan gizi 10o0,.I{PK,dan,Penurunan stanting

dengan penanggqlangan kemiskinan, pendidfrrr, pemherdayaan perempuan

dan partisipasi bapak serta. keJuarga- Sela-qiutnya, perqrelenggaraan urusan

program dan aktifitas, p"4g*nggr.ru.tr, pelaksanaan, kemitraart, monitoring dan

evaluasi pembangunan p""$q4 i,* Eizt:'',q4q*eC dilaksanakan melalui

koordinasi dan pelibatan multi sektolji levet Kabupaten Barito Selatan yakni :

Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PemberdayaEm

Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan

Kebudayaan.
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1.2. TrrJuan Reacana Aksi Daerah Pangaa dan Gizi Kabupaten Barito Setratan

t.z.L Tujuan Umum

Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Barito Selatan 2Ol9 -
2022 adalah sebagai panduan dan arahan dalam melaksanakan

pembangunan pangan dan giz,t bagi institusi pemerintah, baik pad'a

tatanan kabupaten, kecamatan dan desa-

L.2.2 Tujuan l(husus

Tujuan khusus dari RAD-PG Kabupaten Barito Selatan adalah :

a) Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan g4i

Kabupaten Barito Selatan melalui koordinasi program dan kegiatan

multi sektoral;

b) Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen Pemangku

Kepentingan pangan dan Szi ,rttuk mencapa.i kcdaulatan pangan serta

ketahanan palrgan dan M untnk perbai gtzt, dan penumnan

stanting sebagai investasi pembangunarl Sumber Daya Manusia (SDM);

c) Memberikan panduan,.b,.sgi perirerintali.kgbupaten Barito Selatan dalam

Adapun dasar hukuiryr:Rincqna e"i -Daerah. Pangan dan Glzi Kabupaten

Barito Selatan adalah :

a) Undang - Undang Nomor 36 fufr.rn ZOOS tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l44,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

b) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZOLZ Nomor Z27,Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 536O);

c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor I Talrrn 2015

tentang Perubahan Kedrra Atas Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2OL4

1.3
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(Lembaran Daerah

Tambahan Lembaran Daerah

j) Peraturan Daerah Kabupaten

Rencana Pembangunan

d)

e)

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e\;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan

Gizi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6o,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2Ol3 tentang Gera-kan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3

Nomor 1O0);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2Ol7 tentang Kebijakan Strategis Pangan

dan Gizi (Lembaran Negara Republik Ind111sia Tahun 2OLT Nomor 188);

Peraturan Menteri'.'Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor I" Tahun 2O!$ tentang Rencana Aksi Pangan

dan Gizr (Berita Negara Republiklndarresia tahun 2018 Nomor i.49l;

0 Peraturan Daerah Kabupatgryr Bari,.,,_,_t 
.. . it rr:ia#jj,j . ..t..:

Nomor 3 Tahun 2A16

Pembentukan dan Susurmn
rl:.:-'llt.

,ry.4h"'Kabupaten Barito

g)

h)

.'-,,-,ffia ii,'Tahun 2016 Nomor 3,

EIffito Satatan Nomor 2);

tentang

Selatan

tentang

Tahun

Ndd 13 Tahun 2ALT

brrpaten Barito Selatan

2OLT 2022 (Lembaran-tre*5af, I{ahi*paten,:qari? Selatan Tahun 2OL7,

Tambahan Lembaran Daerqh Kabup.Aler Barito Selatan Nomor 13);

k) Peraturan Gubernur falimantan Tgngah Nd*or 7 Tahun zOLg tentang
"::1.:i::. :; ::ti.

Rencana Aksi Daerah Pangan'daA,.'Gid' Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2Al9-2O21 (Berita Daerah Provinsi Kalimanta.n Tengah Tahun 2OLg Nomor 7).
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BAB II. RENCANA AKSI MULTI SEKTOR

2.1. Tujuan dan Sasaran (Indikator|

U Skor PPH

Neraca bahan makanan (NBM) dan skor pola pangan harapan (PPH)

konsumsi disusun tiap tahunnya. Skor PPH pada tahun ZALT sebesar 94,6

yang berarti masih belum mencapai skor maksimal 1"0O, hal ini disebabkan

kelompok padi-padian masih mendominasi kontribusi PPH. Sementara skor

PPH untuk kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-

kacangan, sa5rur dan buah belum mencapai skor PPH ideal.

Tabel2.1.

Sasaran/Proyeksi Potra Paqgan llarapan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Al7

1 2 3
1 Padi-oadian 25,0
2 Umbi-umbian t.4
3 Paneafi E[ewarti,,.' 24.4
4 Minvak dan"fA-mat ' 5.0
5 BuahlBiji 

..

Berminvak :.
0,6

6 Kacans-kacartpan 6.2
7 Gula', ,.t j.t.,r,ii ...:,,., 2,4
8 Sayurdan &iah 30,0
9 Lain-lain ,;1l:;$nj;.:l iiti o,o

2l Tingkat Konsumsi Kalorl{ttlt/Fpita/harll:'
Kecukup an gtrzi menyangkut konsumsi kalori dan protein merupakan satah

satu ukuran kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein

dihitung dari jumlah hasil kali kuantitas makanan yang dikonsumsi dengan

besarnya kandungan kalori dan protein di setiap makanan. Angka

Kecukupan Gizi (AKG) adalah kecukupan rata-rata zat gizi per hari bagi

semua orang menurut umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh

untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Menurut Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 75 Tahun 2OI3 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI

2OL2l, rata-rata kecukupan energi Z.LSL kkal dan 57 gram protein bagi

penduduk Indonesia.
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Konsumsi kalori penduduk Kabupaten Barito Selatan sebesar 2.300,17 kkal

pada 2016 dan meningkat sebesar 33,31 kkal pada 2Ol7 menjadi sebesar

2.333,48 kkal (sempat menurun 1 1,63 kkal pada periode 2OL4-2OLS).

Konsumsi protein meningkat dari 58,86 gram pada 2016 menjadi 62,95

gram pada 2OL7. Hal ini berarti konsumsi kalori dan protein per hari

penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2OI7 sudah memenuhi

syarat kecukupan gin (setelah konsumsi kalori dan protein tahun 2015

dibawah AKG) adapun konsumsi kalori dan protein didominasi oleh

konsumsi padi-padian sebesar 1.027,76 kkal (43,79 o/o) dan 24,04 gram

(38,19 %).

Tabel2.2.

Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari di Kabupaten Barito Selatann

2015 -20L7

Konsumsi 2015 2016 20L7

Energi (kkal)
Protein {srarril

2097,L!
56.13

2300,17
58.86

2333,48
62,95

tabe[ 2.3. .

Koasumsi lkan lYg.t bp ltahun)

Data tersebut juga menunjukkan bahwa Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Kabupaten Barito Selatan hampir mendekati data Angka Konsumsi Ikan

Nasional. Pada tahun 2Ol2 tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Barito

Selatan adalah 32.50 kglkap/tahun, sedangkan AKI nasional tercatat 34.76

kg/kap/tz-laun- Selanjutnya pada tahun 2Ot3 AKI Kabupaten Barito Selatan

33.62 kglkapltahun dan AKI nasional 35.14 kglkapltahun. Pada tahun

2AI4 AKI Kabupaten Barito Selatan kembali meningkat menjadi 38.60

kglkap ltahun dan jadi lebih tinggi daripada AKI nasional yaitu 37

kg/kapltahun. Data AKI Kabupaten Barito Selatan tervalidasi terakhir pada

tahun 2OLT tetap mengalami peningkatan mencapai 40,58 kglkap/tahun.

3l Konsumsi Ikan lkielk;apltahun)
Konsumsi ikan penduduk di Kab.upaten Barito Selatan mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Haf ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Konsumsi Ikan

(Kg/kapltahun)
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Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, selain pemeriksaan kehamilan juga

disertai dengan pemberian tablet besi (Fe) dengan trliuan untuk mencegah

terjadinya anemia besi pada ibu hamil. Selama masa kehamilan, ibu hamil

harus mend.apatkan tablet besi sebanyak 9O tablet. 30 tablet pertama

dinyatakan dengan cakupan Fe- 1 dan untuk ibu hamil yang telah mendapat

tablet besi sebanyak 90 tablet dinyatakan sebagai cakupan Fe-3'

Jumlah ibu hamil yang di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2OL adalah

2.ggg orang. Berdasarkan jumlah sasaran tersebut, jumlah ibu hamil yang

mendapat Fe- 1 adalah L.7g5 orang atau cakupan Fe- 1 pada ibu hamil

sebesar 60,07 7o. Sedangkan ibu hamil yang mendapat Fe-3 adalah 1.570

orang atau cakupan Fe-3 sebesar 52,4 o/o.

Bila dibandingkan dengan target Kementerian Kesehatan sebesar 90 o/o,

maka cakupan Fe-3 di Kabupaten Barito Selatan belum memenuhi target

yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya pencapaian caktrpan pemberian Fe-3

menurut puskesmas dapat dilihat pada gambar berikut :

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

F::,.

"s'"-*o$ "-;d$*".":.*- *uo" ou"+

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa pada tahun 2017 ada 1

Puskesmas yang memenuhi target Kementerian Kesehatan yakni Puskesmas

Baru untuk cakupan pemberian Fe-3 sebesar 9O o/o-

5l Persentase Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLRI (Persen|

BBLR (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang

berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan

dalam 2 kategori yaitrr : BBLR karena prematur (usia kandungan kurang

dari 37 minggu) dan BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR),
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yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara

berkembang banyak kasus BBLR disebabkan oleh ibu berstatus gizi buruk,

anemia, malaria dan menderita Penyakit Menular Seksual (PMS) sebelum

konsepsi atau pada saat hamil. Sementara itu data BBLR yang dihimpun

dari Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017, bayi lahir

ditimbang berat badannya sebanyak 2.000 orang. Jumlah bayi lahir hidup

sebanyak 2.049 orang, maka cakupan bayi lahir yang ditimbang berat

badannya adalah 94,1 o/o. Berdasarkan jumlah bayi yang ditimbang tersebut

ditemukan kasus bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 61 orang

(3,2o/o). Semua kasus BBLR sudah tertangani dengan baik. Bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang cakupan BBLR sebanyak

2,4 o/o, maka pada tahun 2OL7 mengalami kenaikan BBLR. Bila dilihat

berdasarkan wilayah kerja Puskesmas, maka wilayah kerja yang paling

banyak BBLR ialah Puskesmas Buntok terdapat 20 orang BBLR. Selain itu,

bila dibandingkan denga4 target Kementria4 Kesehqtqn untuk persentase

bayi dengan BBLR maksimal 5 %o, maka Kabupaten Barito Selatan telah

berada di bawah target tersebut.
" Grafik 2.2;' '

Cakupan Bayt dengaa B.eiat Rbadih Tahun 2OI8 - ?OLT

6l Persentase Bayi dengan Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan

ASI Ekslusif (Persenl daa Imunisasi Lengkap

Jumlah bayi yang ada di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2OLT

sebanyak 2.049 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diberi ASI ekslusif

sebanyak 448 orarrg atau cakupan pemberian ASI ekslusif sebesar 21,9 o/o.

Beberapa penyebab masih rendahnya cakupan ASI ekslusif diantaranya

yaitu ibu belum yakin manfaatlkeuntungan men)rusui bagi tumbuh

kembang bayi dan anatomis payudara serta air susu yang tidak keluar.

Grallk 2.3.

Caknpar ASI Ekslusif Tahun ?,{rl2-2OL7
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Bila dibandingkan dengan target Kementrian Kesehatan yakni cakupart

pemberian ASI ekslusif sebesar 8Oo/o, hal ini berarti Kabupaten Barito

Selatan masih perlu bekerja keras untuk meraih target tersebut.

Pada tahun 2Ol7 dari 93 desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan

dilaporkan 8O desa telah termasuk dalam cakupan desa UCI (Unfuersal

Chitd Immunizafzon/ sebesar 86,O7o. Target Standar Pelayanan Minimal desa

UCI sebesar 100 yo, hal ini berartirKabupaten Barito Selatan pada tahun

2Ol7 belum mencapai target,tersebut. .."'

7l Prevalensi kekurangan gfui lundenuelghQ pada anak balita

Khusus untuk anak di bawah lima tahun (balita) yang merupakan pra

sekolah perlu mendapat perhatian dari orang trra, karena sedang mengalami

tumbuh kembang yang cepat. Orang tua perlu selalu mengamati

perflrmbuhannya, menimbang berat badannya secara teratur, memberi
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makanan yang bergizi dengan tidak membedakan anak laki-laki dan

perempuan.

Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui

kegiatan penimbangan di posyandu secara rutin tiap bulannya.

Berdasarkan laporan hasil penimbangan bulanan balita diposyandu

diketahui bahwa jumlah balita dibawah dua tahun yang dilaporkan di

wilayah Kabupaten Barito Selatan tahun 2OL7 adalah 5.363 orang, dari

jumlah tersebut, batita yang ditimbang berat badannya sebanyak 2.855

(S3,2 %o). Sementara untuk balita dengan status gizi buruk pada tahun 2Ol7

ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Jenamas, Buntok, Sababilah dan

Tabak Kanilan sebanyak 5 orang balita dan sudah tertangani dengan baik.

Prevalensi kurus lua$fngl pada anak balita (persen!

Salah satu cara penilaian status gtn balita adalah pengukuran secara

antropometrik yang menggunakan Indeks Berat Badan menurut umur

balita kemudian disetarakan dengan standar bal$,r rujukan WHO-NCHS

untuk mengetahui status gizinYa.

Pada tahun 2016 tidak ada sur.vei penilaia:* status gizi di Kabupaten Barito

Selatan.

Prevalensi pendek dan sangal'pd,4ddft';:[sfirafingf pada anak balita (bayi

dibawah 5 tahun|
persentase Anak Balita Pendeki:'blrdas Provinsi disajikan pada gambar

berikut.

8l

el

Persentase sta-trrs balita pendek/shtnting O - 59 bulan berdasarkan umur di

Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebesar 34.1 oh meningkat pada tahun

100 ie0i
80 I70i
60i
50;
40;
30i
20i
10igi

'$$t1."i"1""-";$.:1'{$t2OLG t2O77
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2Ol7 menjadi sebesar 39.0 o/o. Pada gralik diatas memperlihatkan balita

tergolong pendek (stunting) pada tahun 2Ol7 di Kabupaten Barito Selatan

persentasenya sebesar 42,1o/o.

l0l Prevalensi Berat Badan Lebih dan Obesitas Pada Penduduk Usia >18

Tahun

Pada tahun 2OL6/2O17 tidak ada survei penilaian berat badan lebih dan

obesitas pada penduduk usia >18 tahun di Kabupaten Barito Selatan.

2.2. Hirrsip dan Pendekatan Kunci

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian yarxg tidak

terpisahkan dengan pembangunan nasional, karena pangan dapat

mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam

menjamin stabilitas sosial, politik yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi

nasional dan terwuj udn;ra ke tahanan nasio 
-nal.Pangan merupakan kebutuhan essensial dan komoditas paling strategis

dalam kehidupan manusia. Kenyataan ini menggambarkan bahwa masalah

rawan pangan bukan sekedar,, masalalr- ekonomi tetapi lebih dari itu yaitu

masalah kehidupan manusia,- ft*"W&Jaflgan i yaag cukup dan mudah

tedangkau juga mendorong statuspssial F*g"r, dalam kehidupan masyarakat

menjadi semarak. Beragam jenis makanan dan hafitasnya dapat di peroleh

mudah oleh setiap orang.

simbol starus sosiar menjadi hdk n-#l]iu"iffi
Pangan dan Gizi merupq+q.n .*th Batu penentu utama kualitas sumber

daya manusia (SDM) yarrg,...:$fl€.t' .irnl-.,sa{,gat meqiadi perhatian utama.

Pembangunar sumber daya .lltlnusia menghadeRi,,ancaman sebagai akibat dari
krisis yang belum berakhir aan Uertcepanjangan;tAncaman tersebut antara lain

ditandai dengan tingginya keluarga yangmiskin-dan tingginya prevalensi kurang
gtzt. Gangguan akibat ekonomi dan perkembangan kesehatan masyarakat.

Dampak lebih jauh apabila gizi kurang tidak segera ditanggulangr maka akan

menjadi buruk dan dapat terjadi pula " Laos Generation". Kondisi yang tidak
menguntungkan terhadap perkembangan SDM tersebut, disebabkan adanya

masalah yang multi kompleks yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi,

pottik, budaya dan perilaku yang tidak mendukung hidup sehat. Penjabaran

lebih rinci terkait dengan peran masing-masing lintas sektor, sebagaimana alur
pikir (logicatframeu.to*l berikut ini :
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Glambar 2.1.

Lo,gtcal fuameutork RAD-PG Kabupaten Barlto Selatan

Apabila intervensi spesifik gLzr, melalui upaya sektor kesehatan,
. :.,. ,., . .

ditingkatkan cakupannya menjadi $Q;:p€rsen dari populasi, tingkat stunting
hanya akan turun sebesar 30 persen. Penurunan ini masih lebih rendah dari
target yang di tetapkan WHO melalui Comprehensive Implementation Plan (CIP)

untuk tahun 2025. Meningkatnya intervensi sensitive gjzr melalui sektor lainya
sangat diperlukan untuk mencapai target ini. Meskipun belum ada bukti yang

menghitung estimasi secara tepat kontribusi intervensi gizi sensitif terhadap

pengurangan stundrg, indikasi awal menunjukkan bahwa perlindungan sosial,

penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan berkontribusi
terhadap percepatan perba,ikan gSzi (Franz-o, 2OL4l.

Internatiorual Conferencaon Nutrition telah menyepakati diperlukannya aksi

yang terkoordinasi antar pelaku di semua sektor terkait yang harus didukung

llrr
- Xesehatan remaja I I Pemberian
dan gizi ibu prahamil I I ASl, makanan

- PMT lbu hamil -$ - 
beraBam, bergizi

...-,____!__:, a€ seimbangdan

fortifikasi gizi miko I I asuh, stimulasi
- Pemberian ASI dan ll tumbuh

[1]51;??l-*, l-l
-PMTanak

- Penganekaragaman
makanan

- Perilaku pemberian
makanan dan
stimulasi

- Penanggulangan gizi
buruk akut

- Manajemen dan
pencegahan penyakit

- lntervensi gizi
dalam kedaruratan
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melalui koordinasi lintas sektor, kebijakan yang koheren, program dan inisiatif,
untuk mengatasi beban glzi darL mempromosikan sistem pangan berkelanjutan
(FAO, 20l4j. Dalam rangka mengatasi permasalahan gizi diketahui bahwa
intervensi gtzi spesifik yang sebagian besar ditaksanakan oleh sektor kesehatan
dan berpengaruh secara langsung merupakan yang paling efektif (Bhutta, 2019).
Berkelanjutan intervensi ini bergantung pada pelaksanaan intenrensi gizi
sensitif, yang merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi status gizi,
intervensi sensitif dilaksanakan oleh sektor lain seperti pendidikan, pertanian,
pekerjaan umum / infrastruktur, dan kesejahteraan sosial (WHO, 2012]1.

Selanjutnya ada tiga faktor yang mempengaruhi kedua faktor langsung
tersebut yaitu akses terhadap pangan, pola asuh serta akses terhadap air bersih,
sanitasi lingkungan yang baik dan pelayanan kesehatan. Sementara peran sektor
kesehatan, terutama adalah pada penyebab langsung.

Selain sektor kesehatan, y€rng mendorong konsumsi yang adekuat pada
tingkat rumah tangga dan individu, diperlukan adgnya dukungan dari akses

dan keamanan pangan. Peran sektor yang berpengaruh terhadap akses pangan
adalah Dinas Ketahanan Pangan, -Pertanian da"q Perikanan, Dinas Pendidikan,
Dinas Perdagangan, Koperasi- Usaha llpcil, 'd; Menengah. Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat F},.1. a. , ge,ndalian Penduduk, Keluarga
Berencana,dan Pemberdayaa.n fqgg.*i urin arr,, Pe*lindungan Anak. Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas i.f..oj ''Um*iii dan Penataan Ruang. Dinas
Kependudukan dan catataSr.sipil, O*,f.*'ffi Jar3ga sasameh. sementara itu
untuk menjamin mutu dan kelmzr p- .@ sel Badan poM dan Dinas /
Badan tersebut di atas,3ugarrneme'iliffi# pehk,r usaha. Untuk mencapai
akses dan keamanan pqngaJr.lpadai''' ngkat,. dae-rah diperlukan fasiilitas
Pemerintah Provinsi sehing&g, kebfiakan pada tingkat Kabupaten berorientasi

.:t.

pada ketahanan pangan dar, g]zi. Sementara itu untuk mencapai adanya
keseimbangan energi, selain konsumsi hal yang harus menjadi perhatian adalah
aktivitas fisik yang memerlukan dukungan dari Dinas Pemuda Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta
Kementrian Agama.

Untuk meningkatkan pola asuh dipertukan peran dari Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Barito Se1atan, Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan air bersih dan sanitasi
lingkungan yang baik memerlukan peran Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan

Ruang serta Dinas Kesehatan.
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Semua SKPD terkait mempunyai hasil atau dampak program multi sektor
yang sa.ma yaitu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang

berkualitas. Semua kegiatan SKPD ini di harapkan dapat mencapai semua

outcome yang telah di tentukan. Seluruh outcome akan dapat di capai

setidaknya :

1) Terjadi peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan pada remaja, wanita
usia subur dan ibu.

2) Konsumsi makanan yang berpedoman pada gizi seimbang terutama pada

kelompok retan yaitu kelompok 1o0o HPK, remaja perempuan, ibu
menJrusui dan balita.

3) Pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang.

4l Pencegahan dan manjemen penyakitinfeksi.

5) Penanggulangan gizi buruk akut.

6) Ketersedian pangan, akses ekonomi dan pemanfaatan pangan yang kuat.
7) Jaminan terhadap akses kesehatan dan sosial.

8) Peningkatan sanitasi dan air bersih.

9) Akses terhadap pelayanan kesehatan dan KB.

10) Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia
dini.

11) Peningkatan pemaharnan dan pelaksanaan advokasi yang strategis.

12) Koordinasi vertikal dan horizontal.

13) Akuntabilitas, regulasi insentif, peraturan perundang undangan.

14) Investasi dan mobilisasi kapasitas.

15) Monitoring dan Evaluasi tepat guna. Presentase tiap SKPD terkait dapat

dijabarkan melalui pencapaian indikator output, seperti yang dicantumkan
pada klogframe RAD-PG 2}lg - 2022
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@o,har 2.2.

Irlgical fuancwork Peran ltlulti Sektor

Sumber : Endang L.Aehadi, 2015

. ,:

penyelesaian pendidikan hinggd',tiiili{iat=me.nehgati oleh anak perempuan

menjadi salah satu. kontrilulgr terbesar untuk menurunkan

stunting di Bangladesh, India ($erubal 2oo?) danr'Nepal (crum, 2ol2). Meskipun

mekanisme yarag menjelaskan hubungaq-tiili behrm jelas (Wachs, 2OO8), hal ini

d.apat terjadi dikarenakan perempu.an yang sekolah cenderung untuk tidak hamil

pada usia remaja, sehingga tingkat kehamilan remaja lebih rendah. Selain itu

tingkat pendidikan anak perempuan juga berkontribusi untuk meningkatkan

berat lahir (UNSCN, 2O1O). Produksi pangan lokal dan pengolahan, terutama

oleh petani kecil dan keluarga petani harus diperkuat dan memberikan perhatian

khusus untuk pemberdayaan perempuan, sesuai dengan rekomendasi ICN2

nomor 9. Usia legal untuk menikah bagi perempuan juga perlu ditingkatkan

menjadi L8 tahun.

Dalam hal kesetaraan dengan menargetkan kegiatan penanggulangan

kemiskinan dan mempertemukan upaya untuk mengkolabarasikan berbagai
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sektor dirumah tangga termiskin dari kabupaten termiskin akan berkontribusi

untuk mengurangi kesenjangan. Hal ini dapat di capai dengan mengarahkan

program - program yang ada untuk mengurangi jumlah keluarga miskin' seperti

PM2L, PKH, dan berbagai program terkait lainnya'

Menerapkan produksi pangan yang berkelanjutan melalui pengelolaan

sumberdaya alam dengan promosi d.iversifikasi tanaman, termasuk tanaman

tradisional yang kurang di manfaatkan, memproduksi lebih banyak buah dan

sa)ruran, dan memproduksi produk hewan dengan tepat sesuai dengan yang

diperlukan.

Berbagai aspek yang glzi dar- komponen sektor lainnya seperti pertanian'

air dan sanitasi, dan kebutuhan perlindungan sosial pada RAD-PG perlu

mengacu pada apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan aturan pemerintah

lainya. Pelaksanaan aturan yang ditetapkan harus fokus pada kelompok yang

rentan dan termiskin, Sehfngga dapat pencapaian target yang

telah ditetapkan.

Pelaksanaan di
Kabupaten Barito

Selatan

Kegiatan

Memperkuat legal asPek RAI)-FG
o Membentuk tim koordinasi diting!<at kabupaten yang

terdiri dari lintas sektor.
o Menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan

Daerah atau Peraturan Bupati
Perencanaan dan Penganggaran

o Pen]rusunan RAD-PG di tingkat Kabupaten

o Sosialisasi RAD-PG kepada pemangfu kepentingan di
tingkat Kabupaten.

o Menyertakan program terkait intenrensi gizi sensitif dan
spesifik dalam APBD dan memastikan intervensi tersebut
memoeroleh oendanaan vanq memadai setiap tahunnya.
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Implementasi
o Melaksanakan intervensi g?i sensitif oleh SKPD dan

pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan
pendekatan multi sektor dan pendekatan lain yang tepat.

o Membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG
diorovinsi berdasarkan hasil tingkat kabupaten.
Monitorlng daa Enaluasi

o Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait
target indikator utama yang harus di capai, dapat berupa
data rutin maupun sunrei.

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksanan memerlukan

dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber.

Sumber pendanaan utama berasal dari APBN dari pemerintah pusat dan APBD

dari pemerintah daerah. Dana APBD diatur secara mandiri oleh pemerintah

daerah, untuk dana APBN pembiayaannya diperuntukkan bagi belanja kegiatan

ditingkat pusat dan dapat digunakan di provinsi dan Kabupaten dalam berbagai

skema yang ada, Dana APBN yang dapat didistribusikan ked.aeratr berbeda -
beda sesuai dengan peraturan perundang-unde.ngan. Selain bersumber dari dana

APBN dan APBD, terdapat susrbtr pendanaa4 .I9f-n{a yang berupa hibah yang

berasal dari masyarakat yan&:'dapat,,be,$p,,ql dari pelaku usaha berupa dana
t,a, .::-.1.i::rri._:i:!i.).

Copporate Social Responsibi@,:t C$BJiiffiild$thphy sesuai peraturan perundang
.:,:::):.tr:a:.... I .frr::r,r,

::

Situasi g"t di Kabupaterl3ari.to Selatan'hampir sarna dengan daerah lain,

menunjukkan bahwa permasalah*i phkilqlaya cenderung lebih besar

pada kelompok miskin dan harypir mislsln, Freyalensj -stunting pada balita dan

permasalahan gizi lainya lebih tinggl pada kelomno,,$,. rniskin dan hampir miskin.

Penyakit tidak menular, yang muara qtam adalah pada 1OOO HPK

menunjukkan bahwa masalah pada'kelsmpbk miskin dan hampir miskin sama

dengan pada kelompok kaya, sehingga anggapan bahwa PTM merupakan akibat

gaya hidup semata menjadi gugur, akibatnya beban masalah gizi dan beban PTM

pada kelompok miskin, baik pada tataran individu, keluarga mau.pun daerah

menjadi lebih kompleks, karena produktivitas dan penghasilan yang rendah

terjadi bersamaan dengan beban pengeluaran yang tinggr untuk pelayanan

kesehatan. Penyebab kemiskinan lekat pada karakteristik yang lain

mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Mereka yang miskin umumnya

mempunyai pendidikan yang lebih rendah, kurang terpapar dan atau kurang

tepat mematrami pesan - Pesan kesehatan yang baik, pangan yang amala,

rend.ahnya akses terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat, rendahnya
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akses terhadap promosi dan pelayanan kesehatan serta keluarga berencana.

Oleh karena itu, agar upaya multi sektor dapat memberikan hasil yang optimal,

upaya - upaya tersebut perlu di fokuskan pada kelompok miskin dan hampir

miskin, dengan tidak melupakan upaya untuk kelompok masyarakat lainnya

Selanjutnya untuk dapat membuat pendekatan multi-sektor dapat

dilaksanakan secara efektif, perlu diciptakan lingkungan yang memungkinkan

implementasinya mulai dari tingkat pusat untuk mendorong perubahan perilaku

pada tingkat masyarakat (R.Dobbs,20l4l. Pendekatan sektoral memerlukan

perubahan perilaku oleh individu di tingkat masyarakat, dan ini dapat difasilitasi

dengan berbagai cara antara lain dengan mengendalikan iklan makanan. Selain

itu dapat dilakukan dengan memastikan pelabelan yang memadai pada semua

produk makanan olahan untuk memberikan pilihan kepada konsumen yang

akan dilaksanakan oleh Badan POM. Penggunaan pajak dan/atau penghapusan

subsidi juga dapat digunakan untuk mencegah konsumsi makanan yang tidak

sehat, di mana Dinas Pq{dagangan, I(operagi, Uq^frg Kecil dan Menengah, Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikan€ul memiliki peran disini.

Untuk memastikan bahwa pefkemberngan pendekatan terintegrasi

yang dicapai di tingkat kabupaten/kota- Kegiatan pengumpulan data dan

informasi harus dilakukan 
"id* 

p*ffiffi.'1ffip4ten/kota dan hasil di peroleh

disampaikan kepada perangkat daenah' 
-r*:' U."u*.* di kabupaten/kota

tersebut sebagai bahan ,*p* Uutit . Hal yang''s,Flraa..'j*ga dilakukan di tingkat
provinsi dan pusat, umpan bask di sampark k-eRada kabupaten oleh provinsi

dan kepada provinsi oleh pusat dan kepada multi'sektor / SKPD lainnya.
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Bab III. KERANGI{A PELAKSANAAIT RENCANA AKSr

3.1. FAKTOR DETERMINAN PANGAN DAN GIZI
3.1.1. Situasi Pangan

Dari hasil analisis dan pengolah data yang dilakukan diperoleh
kondisi situasi pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun
2017, sebagaimana peta di bawah ini :

Gambar.3.1
Komposit Situasi Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2OL7

Legenda

UCEL sl\ed Nale
pU kahrBBr_Eb
E AMAfl
l_- lv#AoA
T1

Dari peta tersebut diatas terlihat bahwa :

Menggambarkan warna Hijau dengan indikasi Aman. skor
Komposit adalah 1 yaitu terdapat pada Kabupaten Barito Selatan,
Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Fulang pisau

dan Kabupaten Barito Timur. Warna Hrjau pada Peta Komposit Situasi
Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah ini
disebabkan oleh indikator indikator pada tiap Kabupaten/ Kota
sebagai berikut :

(1)- Dari Indikator Aspek Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito
Selatan menunjukkan warna Hijau dikategorikan aman yang berarti
dari aspek ketersediaan pangan dinilai aman untuk konsumsi loka]
karena selama lima tahun dari 2OL3 s/d 2Ot7 terjadi peningkatan
produksi padi yang diakibatkan oleh cuaca/iklim yang mendukung
dan berkurangnya intensitas serangan orgasme pengganggu tanaman
(oPT) seperti wereng, tungro, penggerek batang dan penggerek buah.

7 cFM!. , i

?-,-. ,/ 
.. t ,

.: 
'- "-, ,../ ,r ' q

\. j--r .\!3F,\
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Selain itu, secara teknis pemberian pupuk berimbang sudah optimal

sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Juga disebabkan karena luas

tanam lebih besar (43,3Vo) dibandingkan rata-rata 6 tahun terakhir.

(2) Dari Indikator Aspek Akses Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Situasi pangan dan glzi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2Ot7 darr

aspek ketersediaan pangan tertuang dalam peta situasi pangan dan

gizi pada gambar berikut :

Granbar. 3.2
Peta Sltuast kngan dan Gizi Provinsi Kalinantau Tengah tahun ?.417

( Aspek Akses Paagan I

Legenda

O(CEL BARU 5k1 floft
peta labspah-d
I A'4AN

Imsema
I

a. Menunjukkan *q@
TiJffiurj Kabupaten Sukamara,''ri'

,lt ',

Kabupaten S b;, dffi- r' :'. Barito Timur. Hasil

perhitungan dilakuk;ra .tgrhadap' asi pangan dinilai dengan

pendekatan p"r*.rr@d[,'Kffill 
'. 
i6lrr*gt Sejahtera (Pra-KS) dan

Keluarga Sejahtera-l (KS-Ii' alasan ekonomi berdasarkan data

setahun terakhir menunjukkan bahwa persentase (%) Pra Sejahtera

dan Sejahtera 1 berkisar an;tata 2A o/o s r > 4A Yo.

b. Menunjukkan warna Hijau salah satunya yaitu Kabupaten Barito

Selatan. Hasil perhitungan yang dilakukan terhadap aspek akses

pangan yang dinilai mendekati presentase KK Pra-Keluffga (Pra-KS)

dan Keluarga Sejahtera-l (KS-l) alasan ekonomi berdasarkan data

setahun terakhir menunjukkan bahwa persentase sudah sangat

menurun 12Ao/o.
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(3) Jika di lihat dari indikator aspek pemanfaatan pa.ngan, kondisi
pangan dan gizi Provinsi kalimantan Tengah, sebagaimana peta

dibawah ini :

Gambar 3.3,
Peta situasi Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2o1s

(Aspek Pemanfaatan Pangan)

a) Menunjukkan warna kuning terdapat pada Kabupaten Kotawaringtn
Timur, Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamand,au, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupate4 seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kabupaten Katingan, Kab.upaten P,ulang pisau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Kapuas, Ka-bupaten Murung Raya, Kota palangka

Raya dan Kabupaten Barito Selatan dikategorikan Waspada dengan

nilai skor 5. Dari hasil analisa terhadap indikator aspek pemanfaatan
pangan Provinsi Kalineantan'Tengah masirk dalam kategori waspada.

Faktor penyebabnya adalah persentase balita yang naik berat badan
(N) dibandingkan dengan jumlah balita ditimbang terkoreksi (Dl
kurang dari 80 o (rentan). Dari 1o4.89s balita yang ditimbang
terkoreksi, hanya 73.091 balita yang naik berat badannya atau sekitar
69.68 o/o. Sementara untuk jumlah balita BGM jika dibandingkan
dengan jumlah balita yang ditimbang terkoreksi diperoleh persentase

sebesar l.Al Vo yang berarti bahwa untuk indikator ini masuk dalam
kategori aman. Jika dilihat dari jumlah balita yang tidak naik berat
badan dalam 2 kaJi penimbangan dibandingkan jumlah balita yang
ditimbang terkoreksi diperoleh persentase sebesar 2,Og o/o yang berarti
masuk dalam kategori waspada.
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b) Utenunjukkan wama Hijau terdapat pada Kabupaten Barito Utara dan

Kabupaten Barito Timur. Dimana hasil perhitungan dari aspek

pemanfaatan pangan yaitu status gd balita yang dinilai dengan

prevalensi gtzi kurang pada balita menunjukkan bahwa persentase (%)

Gizi Buruk dan persentase {%} Gizi Kurang menunjukkan prevalensi

rasio r < l5o/o

o Ketersediaan Bahan Pangan

Pangan merupakan faktor yang sangat krusial dan mendasar yang

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraarr masyarakat. Ketahanan

Pangan merupakan keadaan terpenuhinya pangan bagi rumah tangga.

Pemenuhan pangan ini bukan hanya tercermin dari produksi pangan

yang besar, tetapi juga ketersediaan yang cukup. Keamanan pangan yang

terjaga, kualitas pangan yang baik, akses dan keterjangkauan yang

merata. Dengan penduduk 134.543 jiwa (2O17) saat ini,Kabupaten Barito

Selatan membutuhkan bahan makanan pokok sekurang-kurangnya

13.89L ton beras, 607 ton ubi kayu, 36 ton jagung, 25 ton kacang tanah

dan 485 ton kedelai. Jika tidak diimbangr, dengan laju pertumbuhan

produksi pangan seear€. "iffiry,,., d*p]t.,t,menyebabkan keta-hanan

pangan daerah menjadi sange-$,$, r $'*

Sementara itu pen+lahan harga pa.ryan cg4{grung fluktuatif, khususnya

pada dagng ayam ras, telur ayafn,ras, dqg,,iqg sapi yang laju pembahan

harganya lebih dari 25o/o.t hari raya keagamaan.

Tingkat ketersediaan energi di Kabupaten Barito Selatan pada tahun

2OL7 adalah sebesar 2.358,7 kilokalori lebih besar dibandingkan Angka

Kecukupan Energi (AKE) yaitu sebesar 2.OOO kilokalori perkapita perhari.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi di Kabupaten

Barito Selatan telah memenuhi standar AKE yang telah ditetapkan.

Namun tingkat ketersediaan energi ini mengalami penurunan sebesar

23,6Lo/o dibandingkan tingkat ketersediaan energi pada tahun 2016. Hal

ini disebabkan tedadi penurunan produksi padi akibat larangan

membakar lahan berpindah dan faktor iklim. Sedangkan tingkat

ketersediaan protein di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2Ol7

adalah sebesar 68,5 graln, lebih besar dibandingkan terhadap Angka
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Kecukupan Protein (Depkes 1992l. sebesar 52 gramlkap/hari. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan protein di Kabupaten Barito

Selatan telah memenuhi standar AKP yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya AKE dan AKP pada tahun %OLT di Kabupaten

Barito Selatan, maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan bahan

makanan guna terpenuhinya zat-zat gjn yang seimbang yang dikonsumsi

oleh masyarakat di Kabupaten Barito Selatan telah tercukupi baik yang

berasal dari produksi dalam daerah maupun pasokan dari luar daerah.

Sehingga perlu upaya-upaya untuk tetap meningkatkan ketersediaan

bahan-bahan makanan yang utamanya berasal dari dalam daerah

(swasembada).

Memahami pentingnya cadangan panga.n, pemerintah mengatur hal

tersebut di dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang

Pangan (pasal 23 ayat 1) yang meng€rmanatkan bahwa "Dalam

mewujudkan Kedaulatan Pangan; Kemandifg. Pangan dan Ketahanan

Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional".

Selanjutnya (Pasal 2g ayat 2l dlielaskan bahwa "Cadangan pangan

nasional terdiri dari pemerintah,cadangan pangan

produksi padi seb.4gai:,..upaya.:merarperteharlkan dan meningkatkan

kemampuan Kabupaten Barito Selata{l,,.ppmproduksi bahan pangan

pokok, khususnya beras.'l-...,.. ,., :1,

Selama lima tahun dari tahun 2OL6 sld 2OL7 terjadi penurunan

produksi padi sebesar 9.699,99 TonfHa, dimana pada tahun 2OL6

sebesar 22.L16,75 Ton/Ha menjadi 12.4L6,76 Ton/Ha pada tahun 2OL7.

karbohidrat tidak hanya beras, tetapi berasal dari jagung, ubi Kayu dan

ubi jalar. Peningkatan produksi pangan, khususnya padi di Kabupaten
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ftafik 3.1.
Produksi Padi sawah + Padi Ladang Tahun 2(Jl'6 terhadap Tahun 207.7

sKarau Kuale

rDusun Selatan

Penyebab menurunnya produktivitas komoditas padi sawah dan padi
ladang disebabkan karena :

a. Pergeseran pola curah hqj.n atau musim yang mempengaruhi sumber
daya dan infrastrrrktur pertanian karena merubah system hidrologi
(siklus air) dan sumber daya altam, i.nerusak dan menyebabkan
penurunan kuali@,-h* g,.gry+ merubah kapasitas irigasi. Hal ini
mempengaruhi pola tanaql:?"rrg akan menururlkan produktivitasnya

karena adanya keterlgmts,f".ryirrt tanaq-.

b. Kurang optimalnya petani dalam pengolahan tanah.

c. Rendahnya pengetahuaa.,,:petani/kelompok tani dalam pengelolaan

budidaya tanaman (pemupukan dan pemeliharaan tanaman.

Kabupaten Barito Selatan .mi"g"tryni defisit disebabkan karena
produksi Gabah Kering Giling (GxG) tidak seband.ing dengan tingkat
kebutuhan beras pertahun yfl1g meringkat seiring dengan bertambahnya
penduduk, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.
Perkembangan Ketersediaan Beras Kab. Barito Setratan Pada Akhir Tahun

rDusun Utara

rcunung Bintang
Awai

merupakan salah satu komoditi pangan utama
yang merupakan sumber protein utarna bagi

kedelai dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kedelai

dan jagung

Kebutuhan

setelah padi

rnasyaratat-

Penggunaan

2017
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kedelai sebagai makanan sehari-hari misalnya tempe, tahu, kecap dan

snstl nabati telah lama dilakukan, sehingga kebutuhan komoditi ini
sangat tinggr. Kedelai dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan protein

murah bagl masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

Produksi kedelai dari Tahun 2016 - 2Ol7 mengalami penuruuran, pada

tahun 2OL7 sebesar 211.85 Ton/Ha apabila dibandingkan pada tahun

2OL6 sebesar 247 .65 Ton/Ha.

Sementara komoditi pangan lainnya mengalami peningkatan

produksi antara lain produksi kacang tanah tahun 2OL6 sebesar 7,4O

Ton/Ha, dan pada tatrun 2Ol7 meningkat menjadi 34,55 Ton/Ha serta

jagung produksi tahun 2016, yaitu sebesar 92 Ton/Ha, dan pada tahun

ZOLT produksi jagung menurun sebesar 3.130,59 Ton/Ha. HaI ini terjadi

karena meningkatnya luas panen, adanya stimulasi dari

program/kegiatan pemerintah seperti Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian / Perkebunarl, Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebu*"e,. I,(omoditi jagr$tg''.,1(sfospa16r, Barito Selatan

kebanyakan hanya seQahs urf.gl& nsury1i'seperti jagung bakar dan

rebus, makanan 
. olahanl$"rfu , sebagai sa]ruran disamping

dipergunakan untuk 'benihi,:' am, betum sampai pada pemenuhan

kebutuhan pakan tei"rrak @nSSlpgr-irrt^rn pasar pada komoditi ini

Begitu pula denggg.pr !$11 S taaleh tahun 2016 sebesar 7,4O

Ton/Ha, dan pad3. q11 2*,1.F.*meningkat, menjadi 434,55 TonlHa.
Produksi ubi kayu meningkat prq44 tahrlo 16 sebesx 2.451 Ton/Ha,

dan pada tahun 2017 produksi ubi kayu mencapai 2.722,53 Ton/Ha.

Ubi jalar produksinya pada tahun 2OL6 sebesar 872 TonlHa dan
pada tahun ZOLT produksi ubi jalar menurun menjadi 765,3 Ton/Ha.

Hal ini dipengaruhi karena menurunnya luas tanam sehingga produksi

ubi jalar tidak stabil serta beberapa penyebab yang hamper sama dengan

penyebab menllrunnya produksi padi sawah dan padi ladang.

Untuk populasi ternak dari tahun 2OL2 - 2017 perkembangan dan

pertumbuhannya tidak stabil. Hal ini terjadi karena meningkatnya
pemotongan ternak untuk memenuhi permintaan masyarakat serta

akibat faktor penyakit yang sering menyerang ternak yang mengakibatkan

penurunan populasi ternak, disamping itu pula perlu adanya pengawasan

lalu lintas ternak (ternak masuk dan ternak keluar) di Kabupaten Barito
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Selatan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah maupun pihak

ketiga untuk peningkatan populasi ternak adalah melalui pemberian bibit

ternak kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan modal

usaha serta peningkatan pengetahuan peternak melalui pembinaan dan

pelatihan proses budidaya yang baik sehingga mampu menyediakan

ternak yang sehat dan aman untuk di konsumsi serta meminimalisir

resiko kematian ternak. Komoditas yang diberikan juga bervariasi, mulai

dari bibit ternak sapi, kerbau, kambing, itik, babi, serta bibit peternakan

lainnya.

Tabel 3.2.
Populasi Ternak Tahun 2OL2 - 2OL7

No
JENIS

TERNAK
POPULASI TERNAK

20t2 2A13 20L4 2015 2At6 2017

1 Sapi Potong
(Ekorl

780 654 842 1.125 r.127 975

2 Kerbau
{Ekor)

5.725 8.492 8.867 9.773 10.073
10.100

3 Kambing
{Ekorl 1.825 1.678 1.764 1.775 L.722

t.495

4 Babi (Ekor) 13.182 19.057 15.663 15.BOO 15.648 15.725

5 Ayam
Buras
{Ekor}

125.846 t27.846 754-284 t79.700 t76.r77 181.250

6 Ayam Ras
Pedaging
IEkorl

382.127 343.914 2 19.156 264.125 244.t25 700.070

7 Itik (Ekor) 14.o12 12.774 14.204 14.380 13.852 15.864

Produksi daging tahun 2Ol7 mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 2012. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat

akan ternak, peningkatan produksi beberapa komoditas ternak

dipengaruhi oleh meningkatnya populasi dan masuknya ternak potong

dari luar Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 3.3.
Produksi Daging Ternak Tahun 2Ot2 - 2OL7

No.
JENIS

TERNAK
Produksi Dasing Menurut Jenis Ternak {Ton}

2012 2013 20L4 2015 20L6 2477

1 Sani Potons 32.22 40531 51.O8 71.23 57.80 58.26

2 Kerbau 6.59 6.79 4.64 24.88 LO.62 68.56

J Kambine 2.26 2.48 2.65 2.62 2.75 2.503

4 Babi 92.76 96.45 98.36 104.O4 133.15 t42.22t
5 Avam Buras 20.65 23.12 24.76 36.12 18.38 L13.44

6 Ayam Ras 386.66 384.00 390.86 396.19 1019.52 9012.40

I Itik 6.67 6.85 6.80 7.88 10.94 95.62
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Penyebab meningkat produksi daging disebabkan oleh :

a. Meningkatnya jumlah populasi beberapa komoditi ternak.

b. Meningkatnya jumlah populasi hewan sehat yang layak dikonsumsi.

c. Tingginya permintaan pasar baik untuk dikonsumsi sehari-hari

ataupun karena adanya hari raya besar umat beragama.

Produksi telur tahun 2OL7 mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2012. Hal ini disebabkan meningkatnya populasi beberapa jenis

ternak.

Tabel 3.4.

Produksi Telur Tahun 2OL2 - 2OL7

No.
JENIS

TERNAK
Produksi Telur (Ke)

2012 2013 2014 2015 2At6 2017

1
Ayam
Buras 26.532 29.516 30.754 52.745 34.838 34.968

2
Ayam Ras
Petelur 328.624 341.015 358.252 384.325 408.OOO 432.152

3 Itik 68.23V 7L.425 76.553 84.547 99.393 101.673

JUMLAH 42?.494 441.956 465.559 5.2t.6L7 s42.23L 568.793

Distribusi dan Harga Pangan

Secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak pada

1015'35,625" LS - 2a36\L,3OO" LS dan 11403548,600" BT

115036'35 ,7OO" BT dengan batas'wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasaq dengan Kabupaten Barito Utara

- Sebelah timur berbatasar-l dengan Kabupaten Barito Timur dan

Provinsi Kalimantan Sela.tAn,,

- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalirnantan Selatan

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
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'E,ATAN

Ganbar 3.4.
Peta w'ayah adsrnfutrast Babulnten Barito seratar

t:i'

Jarak antara i kecamatan adalah
sebagai berikut , 

"- Buntok - Jenant€

- Buntok - Mengka

- Buntok - Tabak Kanilan SO km melalui darat
Distribusi pangan ke pedalaman menggunakan jalur utama sarana

transportasi sungai, disamping pada beberapa wilayah kondisi
ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan parrgan
ittr sendiri.Harga dan pasokan pangan merupakan indikator - indikator
strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui
status distribusi pangan. Tedadinya gejolak harga pangan menunjukan
gejala terganggunya distribusi pangan. Hal ini mungkin disebabkan
karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan.

i
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I

I
I
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J
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Arus distribusi pangan pokok di Kabupaten Barito Selatan selama

tahun 2012 s/d 2Ol7 terutama pasokan pangan dari luar daerah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Barito Selatan, maka dapat diperoleh
persentase pasokan pangan dibandingkan dengan ketersediaan daerah,

disajikan pada tabel berikut.

persentase pasokan Komodr" #::'"ti;"o*or*. dengaa Ketersedraan
Daerah dl Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol2 etd2OlT

Jenis k:rgan Pasokan Pangan Tahun {9/o)

20L2 2013 20L4 2015 2016 2017
Beras 25.6e 37.2e 36.11 43.61 30.74 56.36
Gula Pasir 10c 10c 100 10( 10c 100
Minyak Goreng 10c 10c 100 10c 100 100
Kc. Tanah 10c 10c 100 a7.tr 92.L3 42.4
Cabe Merah 10c t"oc 10c 10( 62.4L 41.43
Bawang Merah 100 10c 10c 10c Loc 10c
Da#ng Sapi L.28 17.56 t9.79 24,44 32.63, 70.4
DagingAyam '3.4' 2A-77 66.72 "%.1: 20.5€ 34.35
Ielur 36.38 a5.38 91.3 90.53 74.74 80.o1
Ikarl o.45 2.16 2.t4 3.7* 5.98 6"61

Pemantauan harga-harga..pgrrsar{ yar,}g {ilakukan di 6 kecamatan

(bulan Juli), Idul Adha (bulan ffi , Nat"r (buhn Desember) dan
Tahun Baru-

Pemantauan 10 jenis komodita,q,".,pangan pokok berdasarkan
ketersediaannya (produksi+pasiileifii Veiiig didata dan dilaporkan secara
berkala setiap bulannya dari 6 UPTB BPP disqiikan pada tabel berikut dan
dianalisis ketersediaannya berdasarkan konsumsi per kapita pertahun
penduduk di Kabupaten Barito selatan selama tahun zoLz s/d, 2ot7,
menunjukkan komoditas beras dan ikan selalu stabil mengalami
kecukupan/surplus. Di tahun zotr daging ayam, telur juga mengalami
surplus, sedangkan komoditas gula pasir, minyak goreng, kacang tanah,
cabe merah, bawang merah dan daging mengalami defisit.

selalu mengalami fluktuasi harga meqjelang Hari Besar Keagamaanselalu mengarami flukfirasil;b'arga: geJ"lqqg Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN). Kondisi terakhir t"h", 2017, yaitu menjelang Idul Fitri
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Tabel 3.6.
Ketersediaan 1o Jenis pangan pokok Berdasarkan produksi Daerah

ditambah dengan Pasokan di r("b. Barito selatan Tahun zotz sldzot7

No Jenis Bahan
Pangan

Ketersediaan Pangan / Tahun (Ton)

2012 20t3 2014 2015 2016 2017
1 Beras t6.644,39 19.264,62 22.148,20 26.437,91 22.509,92 17 .981,52
2 Gula Pasir 101,01 1.537,84 928,72 1,222,OO 1.320,OO t.729,65
J Minyak Goreng 40,72 423,45 348,33 443 s23 431,09
4 Kac. Tanah 2r,2 78,83 80,7 97 89 r13,42
5 Cabe Merah 105,51 16,35 21,85 59 133 770,69
6 Bawang Merah 51,9 I 235,88 168,28 234 402 404,O2
7 Daging Sapi 46,81 96,68 47,75 94,L 85,8 95,77
B Daging ayam 356,33 816,96 181,34 804,r r.306,90 1.558,96
I Telur 1.r12,56 761,03 573,8 r.459,13 2.t46,23 2.7LO,60
10 Ikan 4.915,00 10.927,46 14.231,33 14.9t2.39 9.402,38 10.512,43

Konsumsi Pangan

Produksi dan kebutuhan masyarakat akan pangan di Kabupaten
Barito selatan selama tahun 2ol2 s/d 2olr mengalami surplus dan
defisit antara lain pada tahun 2olr terdapat 5 (lima) komoditi pangan
yang mengalami surplus yaitu : Kedelai, ubi jalar, ikan, babi dan ayam
ras. Sedangkan 13 komoditas lainnya mengalami defisit yaitu : beras,
jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, sapi, kerbau, kambing
ayam buras, telur ayam, dan terur itik. Sedangkan tahun 2oLL hanya 4
(empat) komoditas yang mengalami surplus yaitu : kedelai, ubi jalar, ikan
dan ayam ras. Sedangkan komoditas yang selalu stabil mengalami
surplus adalah ubi jalar dan ikan.

Tabel 3.7.
Ketersediaan dan Kondisi Produksi serta Konsumsi pangan 1g Jenis

Komoditi di Kabupaten Barito selatan selama tahun 2ol:z - 2oL7 {ton}
lYo

KOMODITAS
PAIYGAIT 2012 2013 2At4 2015 20L6 2017

Padi (Beras
3.7/ol

2 Jagung

3 Kedelai

4 Kac. Tanah

5 Kac. Hijau

6 Ubi Kayu

7 Ubi Jalar

B Sayuran

I Buahan

10 Ikan

11 Sapi
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t2 Kerbau 14,7 19,16 25,94 26,3t t4,62 4,55

13 Kambing 6,4 5,9s 3,19 3,2 2,75 t,20

L4 Babi 58,75 94,12 79,52 79,7 133,15 34,85

15 Ayam buras 39,64 5l,55 7,O9 53,8 r8,38 2,70

16 Ayam ras 398,74 s30,4 53,26 540,3 1 .019,52 t.o20.82

t7 Telur ayam 148,65 96,56 17,23 66,r 442,84 442,12

18 Telur itik 4A,29 64,75 32,69 72,O35 99,39 99,76

-Kete"a gan Wanta Angka :' Merah : Detlsit

'Hiiau: .siurPlus

Situasi Rawan Pangan

Kabupaten Barito Selatan telah men5rusun Peta Kerawanan Pangan

seperti gambar berikut-
Giambar 3.5.

PEf,A KBTAIIAITAIY DAN KERAWAITAI| PAITGAIT ITABI'PATEN BARITO SELATAIT TA}IIM 2016

Pen5rusunan Peta KetahaRan.dari Kerawanan Pangan (Food Security

and Vulnerability Atlas - FSVA) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O16 ini

menggunakan metode kesepakatan Kelompok kerja Teknis FSVA (Food

Security and Vulnerabilit5r Atlas) dengan menggunakan 9

indikatorlvariabel seperti berikut :

E$

+ -'"-l.** I

I

I

I

I

l

. EGNDA
Pdi &iflEn drn l(sefrnm P4il
.. a D*&|ffi4(s)

ll kffi308)
. I D6Pffi2e4)
. ! DHPtin*ei (5)

tl,]5ery_(ot _
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Berdasarkan sebaran persentase desa yang rentan, maka di
Kabupaten Barito Selatan terdapat 3O desa rentan rawan pangan atau
31,58% dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

Dari 3O desa ini terdapat 5 desa yang berada di Prioritas 1 untuk status
Rawan Panga:r. Ditahun ZOLT masih menggunakan data FSVA tersebut
diatas.

Masalah utama yang ditemukan pada desa-desa yang paling rentan
terhadap kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Barito Selatan adalah:
a. Masih kurangnya akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda

empat atau lebih disepanjang,!4hun maupun pada musim hujan.
b. Masih kurangnya jumlah 

@n!/,,tedai,makanan dan minuman yang
menyediakan pangan siap.s{-i di&sa.

c. Minimnya ketersediaan Si a air bersih didesa, terutama desa yang
terletak dipinggiran sung4!,, 

.

d. Minimnya sara.na listriF:,.di11.desa, terutama desa yang letaknya jauh
dari ibukota kecamatan.

e. Masih rendahnya status kesejahteraarL penduduk, dengan mata
pencaharian sebagai' brrruhr di kebqn sawit dan penyadap karet
dimana harga kare!' y*g sekarang mengalami penurunan
mengakibatkan pengahsilan tidak menetap dan daya beli masyarakat
terbatas.

f. Masih sangat dipengarrrhi dengan musim penghqian dan kemarau
karena hampir sernna desa rawan pangan berada did"aerah yang
memiliki elevasi rendah sehingga pemanfaatan lahan persawahan
tidak bisa dimaksimalkan.

Kerawanan pangan merupakan isu murti-dimensional yang
memerlukan analisis dari berbagai parameter tidak hanya produksi dan
ketersediaan pangan sqia. Analisis kerawanan pangan menya.ngkut tiga
dimensi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu : ketersediaan
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pangan, akses pangan oleh rumah tangga dan pemanfaatan pangan oleh

individu.

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan pnngan

di Kabupaten Barito Selatan adalah :

a. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

b. Iklim yang tidak menentu

c. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bahan pangan yang

didatangkan dari luar daerah

d. Fluktuasi harga pangan

e. Menurunnya minat pemuda tani/generasi muda untuk bekerja

dibidang usaha tani

f. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan tanah

produktif

Kebutuhan dasar itu diukur dengan pengeluaran makanan yang

setara dengan 2.100 kkal per orang per hari, ditambah kebutuhan dasar

non makanan (pendidikan kesehatan d,asag, fasilitas perumahan, dan

sandang). Kebutuhan",r'dasar dan, non makanan tersebut

ukuran yang standar'&rn

Pada tahun 20.17,, ,Eebupaten Barito. .Selalan dihuni oleh 134.543

jiwa. Kabupaten ini ''ar.qmitrift! ,1u6.s wilayah.'sebesar 8.830 kmz dengan

kepadatan penduduk sebesar ;lt.,Jlwq.pet kmz. Penduduk miskin di

Kabupaten Barito Selatan'''menunjukkan perkembangan cenderung

menurun selama periode 2OO8 2017. Pada tahun 2OO8, jumlah

penduduk miskin sebesar 13,3 ribu jiwa atau 9,25 o/o daijumlah seluruh

penduduk di Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah daerah terus

berupaya menekan angka kemiskinan, dan pada tahun 2OLZ jumlah

penduduk miskin berkurang menjadi 5,95 ribu jiwa (ke-3 terendah se-

Kalimantan Tengah) atau 4,44 o/o dan jumlah penduduk (ke-4 terendah

se-Kalimantan Tengah). Adapun angka persentase penduduk miskin di

Barito Selatan tahun 2017 masih dibawah angka Provinsi Kalimantan

Tengah yakni sebesar 5137 o/o. Adapun jurnlah penduduk miskin di

Kabupaten Barito Selatan sebanyak 5,95 ribu jiwa merupakan 4,28 o/o

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Barito Selatan



ffi 
anonrv IEREN:ANI.z.N zEMERTNTAH DAERAH KABUqATEN BARITIIELATAN

dari 139,16 ribu jiwa jumlah seluruh penduduk miskin di Provinsi

Kalimantan Tengah. Perlu diketahui bahwa 34,18 7o penduduk miskin

tidak bekerja dan 55, t6 o/o merupakan tamatan SD atau SLTP. (Indikator

Kesejahteraa"n Ralryat Kabupaten Barito Selatan BPS Tahun 2OL7l

Pada tahun 201.7 penduduk miskin tersebut hidup dengan kurang

dari Rp. 377.932,-/bulan. Sebanyak 57,60 o/o dart total pengeluaran per

kapita dikeluarkan untuk makanan. Peningkatan terbesar pada

pengeluaran bukan makanan selama 2016-2017 terdapat pada

pengeluaran barang tahan lama meningkat sebesar Rp. 22.853,- (L,7O Vol,

Kabupaten Barito Selatan berada di peringkat ke-4 tertinggi se-

Kalimantan Tengah untuk proporsi pengeluaran makanan dan peringkat

ke-S terendah untuk pengeluaran per kapita sebulan. Dapat dikatakan,

kesejahteraan penduduk Kabupaten Barito Selatan masih terbilang

rendah diantara 14 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimatan

Tengah.

Tingkat kerawanan pangq4 berdasarkan konsumsi kalori sangat

ditentukan oleh berbagar faktor,;alrtara lain penyediaan p€ulgan, harga

pangan, pendapatan ,:keluT# 9"" kemampuan keluarga dalam

mengakses pangan, serta pgngeffian masyarakat tentang pola
. . ..rfr:l .5r:i r:.r:ra

konsumsi pangan yaqg berQgeiii[l Et$.$7i seimbang dan aman. Tingkat

pendapatan yang rendah dibawah l_** pangan, akan mengurangi

kemampuan rumah tanqffitdalam 
- 

mengakses kebutuhan pangan,

sehingga asu.p€rn pan63+ per$sorangan di keluarga akan

berkurang dan secara. b.e,rtahap',akq3,meagar-ah pada timbulnya kasus

gizi buruk, yang akan menciRtakl kualitas sumberdaya yang lemah (Iosf

generationl. Penanganan -rarrq,S.,p.Alrgam di Kabupaten Barito Selatan

dilaksanakan melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari

terjadinya rawan pangan disuatu wilayah untuk itu dilakukan
pembuatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini yang merupakan

bahan untuk mengambil kebijakan penanganan daerah rawan pangan

serta analisa dengan melihat indikator pertanian, kesehatan dan social

ekonomi masyarakat karena karakteristik kerawanan pangan yang

sangat beragam antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.

Penduduk Kabupaten Barito Selatan pengeluaran menurut data BPS Kab.

Barito Selatan tahun 2OLT menjelaskan bahwa pengeluaran kelompok

makarran mencapai 57 rOO'/o, terbesar adalah makanan/konsumsi

lainnya.
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Perkembangan kearah pola konsumsi pangan yang sehat

memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar dengan

kemauan dan kemampuan sendiri mau mengubah pola konsumsinya kea

rah yang lebih beragam dan bergizi seimbang. Untuk itu upaya sosialisasi

dan promosi yang intensif dan melibatkan beragam pemangku

kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat

secara utuh dan menyeluruh perlu menjadi prioritas. Upaya mencapai

ketahanan pangan berkelanju,tan, Kabupaten Barito Selatan melakukan

pendekatan ketersediaan pangan.Ketahanan pangan ditingkat rumah

tangga atau individu tergantung aksesibilitasnya terhadap

pangan.Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dapat dipenuhi dari

produksi atau cadangan pangan sendiri. Penguatan cadangan pangan

terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan

Masyarakat.

3.L.2. Situasi Gizi

Kementrian Kesehaiafr mengeluarken Peraturan Presiden Republik

Indonesia No. 42 Tah.l+ ,Olr;:,,.1,f,.'.$ang ,Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi. Gerakan *ffi ry,S a{Alah upaya penggalangan

partisipasi dan kepedrilian pemangku kepentingan secara terencana dan

terkoordinir. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat perbaikan

anak balita gizi kurang dan gizi buruk (BB/U) dan pendek atau stanting

(TB/U), digunakan sebqg?q:i,*fi,ftSt aparan, karena mempunyai

keterkaitan yang erat dengaq'. koriClisi,kerawanan pangan dimasyarakat.

Indikator kelaparan lainnya adalah tingkat konsumsi rata-rata energi

penduduk dibawah 70 Vo dari angka kecukupan gtzi. Kondisi ini
berdampak nyata terhadap pencapaian tqiuan MDGs lainnya, seperti

angka kernatian anak dan akses terhadap pendidikan, serta kualitas

sumber daya manusia kedepan.

Keadaan glzi yang baik merupakan prasyarat utama dalam

mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan berktralitas. Jika
ditelusuri, masalah gjzr teqadi disetiap siklus kehidupan, dimulai sejak

dalam kandungan (ianin), bayr, anak, dewasa dan usia lanjut. Status gizi

seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan
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kesehatan secara umum, disamping merupakan faktor predisposisi yang

dapat mempe{parah penyakit infeksi secara langsung juga dapat

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individu. Status gizi pada

janin/bayi sangat ditentukan oleh status ibu hamil atau ibu men5rusui.

Kekurangan gizi terutama pada anak-anak balita dapat menyebabkan

meningkatnya resiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan

perkembangan mental serta kecerdasan bila tidak ditangani dengan

segera.

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan

mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain yaitu perbaikan pola

konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gtzi, dan peningkatan

akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan

ilmu dan teknologr. Upaya perbaikan gizi dilaksanakan secara bertahap

dan berkesinambungan sesuai pentahapan prioritas pembangunan

nasional.

Bayr yang lahir dengan BBLR m:fupakan manifestasi dari keadaan

ln-rrang g;zi padajanin,saat dala11 kandllng?n, BBLR terjadi karena ibu

berstatus gizi tidak ,b.ail{-*"pq$ii$PK, drieraia, malaria dan menderita

Infeksi Menular sr;dt -*$.il#* psi atlu pada saat kehamilan.

bayi dengan berat lahir

dunia sebelum berumui,sa@a, 17 kafi'lebih besar dari bayi yang

dilahirkan dengan 'ber+!,:badan normal. Jadi untuk menuju kualitas

sumber daya manusia dalam arti kemarqppan intelektual yang tinggi,

maka BBLR harus dicegartr;',Jumlah kasus BBLR Kalimantan Tengah

pada tahun AOLT sebanyak 797 kasr*s atau 1,9 o/o dari jumlah kelahiran

hidup, jumlah ini ada peningkatan sedikit bila dibandingkan dengan

kasus BBLR pada tahun ?OLO sebanyak 645 kasus atau L,So/o dari
jumlah kelahiran hidup. (ProIil Kesehatan Prov. Kalteng 20l7l.

kurang dari 25oo sryln yan@*A#$'!"dqtqlryt lahir sampai derrsan 24

jam pertama setelah, ldhir. BEfu:'yi gifu&r EF,LB kemungkinan meninggla
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Gralik 3.2.

Kecendenrngan Prevalensl Status Gizi Baduta IBB/UI Provinsi Kalimantan

Tengah 2f)16 sld?.Ol7
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Kecenderungan prevalensi status gizi Baduta menurut BB/U di

Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2OL6 - 2OL7 berfluktuasi.

Prevalensi gpzi kurang pada tahun ZOLT mengalami penur-r,rnan dari 15.32

o/o tahun 2016 menjadi 14.8 o/o. Sedangkan prevalensi gzi buruk

mengalami peningkatan yaitu 4.59 To pada tahun 2OL6 menjadi 5.3 %

pada tahun 2OL7. Hal ini dibandingkat dengan target masih perlu upaya

keras untuk mencapiri,targe"q;! d. Serhentara untuk status gizi

balita (O-59 bulan) rnenurut BB/U Kabupaten Barito Selatan sebesar 29,9

o/o masih melebihi tq.fget Pboyinsi lgl-imanla4 Tengah sebesar 15 o/o.

Untuk persentase anak baduta (O-29 bulaa) pendek di Kalimantan

Tengah, data capaiannya ,; ieSi. Tahun 2AL7 baduta dengan

kriteria sangat pendek'sebe** 12,50 7o, baduta pendek 17,80 Yo dart

baduta normal 69,79 Va. '
Kabupaten Barito ,Sela1q jld"ft B+yl-,Berat Badan Lahir Rendah

pada tahun 2OL7 tercat:it'-'sebany,.a,1i..r5.,1 orang {3.2 o/ol dan gizi buruk

sebanyak 5 orang. Bila dilihat berdasarkan wilayah kerja Puskesmas,

maka wilayah kerja yang paling banyak BBLR adalah Fuskesmas Buntok

terdapat 2O orang.

Studi-studi saat ini menunjukkan bahwa anak pendek sangat

berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan

yang menu.run dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa.Anak-

anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh

menjadi dewasa yang kurang pendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih

rentan terhadap penyakit tidak menular, Oleh karena itu anak pendek

merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang
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\H/

diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan

produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Kondisi tersebut tedadi karena masih kurangnya informasi tentang

Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PBMA); kurangnya tenaga medis

didesa - desa yang terindikasi mengalami rawan pangan karena tenaga

kesehatan lebih banyak terkonsentrasi di Kabupaten dan kecamatan

terdekat dengan ibukota Kabupaten. Menurut data ketenagaan dari Sub

Bagian Umum Dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2AtT

jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan adalah

716 orang (Terdiri dari PNS/CPNS dan PTT/Kontrak). Sedangkan jenis

tenaga kesehatan yang ada sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OL7

No Jenis Tenasa Jumlalr

1 Dokter Spesialis 7

2 Dokter Umum 25

3 Dokter GiEi I
4 Perawat 351

5 Bidan 180

6 Teknik Kefarmasian 22

7 Lainnya t23

Unit pelayanan kerja Tenaga Kesehatan tersebut tersebar

diantaranya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.9.

Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Menunrt Unit KerJa

Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan 2OL7

Unit Ke{a Kecamatan
Dokter

Spesialis
Dokter
Umum

Dokter
Gic,

Puskesmas Jenamas Jenamas 1

Egql-.gS-g1e_*_y-egg}$ip-.

Puskesmas Bangkuang

Dusun Hilir 1 1

Karau Kuala 1 1

Puskesmas Babai Karau Kuala

Puskesmas Buntok Dusun Selatan 2 I

Puskesmas Kalahien Dusun Selatan 1 I

Puskesmas Baru Dusun Selatan 1 1

Puskesmas Sababilah Dusun Selatan 1

Puskesmas Pendang Dusun Utara 1

Po_q!.S_"-gt+_"-E3ntgi_B-ggbtr{g

Puskesmas Tabak Kanilan

Dusun Utara 1

9s+s{,e-E!sta+cA!s?i

9glsqeErgle{,-e--4v-+
hrrcrrr Qalafan

1

Puskesmas Patas I 1 1

Rumah Sakit Jarasa Sasameh 7 l? 2
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lagi anak-anak yang kurang iSizi',(Feg
Kemenkes tahun 2o15)-..fi,j:tt, -'. '

- :.,. :: , -:,,::,ri::: e:;1i:r.:i-.:i:i. .i.in

Berdasarkan qA!1, jg'4n.lahr.earyta gt i buryk di Provinsi Kalimantan

Tengah mencapai S4"kaqqs lebih se.dikit d*dingkan dengan jumlah gizi

buruk pada tahun 2016 yang berjumlah 69 kasus. Penyebaran kasus gizi

buruk pada balita menyebar ke hamper semua kabupaten/kota yang ada

di Kalimantan Tengah kecuali Kabupaten Lamandau yang tidak memiliki

gizi buruk.

Pendek diidentifikasi dengan membandingkan tinggt seorang anak

dengan standar tinggi anak pada populasi yang normal sesuai dengan

usia dan jenis kelamin yang s€rma. Anak dikatakan pendek (stunting) jika

tingginya berada dibawah -2 SD dari standar WHO (Dewey & Begum,

2O1O dan WHO, 2005).

Studi-studi saat ini menunjukkan bahwa anak pendek sangat

berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan

yarag menlrrun dan pendapatan yang rendah seba"gai orang dewasa-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menggambarkan capaian

kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, IPM di

Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kecenderungan yang semakin

membaik, tahun 2Ol2 (65,760/ol meningkat menjadi (69,250/ol pada tahun

2017. PDRB Kabupaten Barito Selatan termasuk kecil untuk kabupaten

induk, jika dibandingkan dengan 4 kabupaten induk lainnya. Namun

pertumbuhan ekonomi Barito Selatan relatif konstan. IPM Kabupaten

Barito Selatan menempati urutan ke 6 di Provinsi Kalimantan Tengah.

(BPS, Barito Selatan dalam angka 20l7l.
Pada tahun 2OlO, gambaran tinggi standar anak usia 5 tahun

adalah 110 cm, namun tinggr rata-rata anak Indonesia umur 5 tahun

kurang 6,7 cm untuk anak laki-Iaki dan kurang 7,3 cm untuk anak

perempuan. Ketika memasuki usia 19 tahun, tinggt kurang 13,6 cm

untuk anak laki-laki dan kurang LO,4 cm untuk anak perempuan dari

semestinya (Atrrrarita, 2,OL2l. Kejadian gagat tumbuh pada usia balita

akan berlanjut ke usia selanjutnya. Belar kemungkinan ketika mereka

menginjak usia 19 tahuc; maka ,tinggi'badan optimal tidak tercapai.

sekolah dan masuk 'pada ii$* ,."proArksi yang selanjutnya melahirkan

pq,ila,tin$ di Indonesia Litbang
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Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk

tumbuh menjadi dewasa yang lmrang pendidikan, miskin, kurang sehat

dan lebih rentan terhadap penyakit menular. Oleh karena itu anak

pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sLrmber daya manusia

ya.ng diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan

produktif suatu bangsa dimasa yang akan datang. Pendek (stunting)

merupakan tragedi yang tersembunyi. Pendek terjadi karena dampak

kekurangan gizi kronis selama 1.OOO hari pertama kehidupan anak.

Kerusakan yang terjadi mengakibatkan perkembalLgan anak yang

irreuersible (tidak bisa diubah), anak tersebut tidak akan pernah

mempelajari atau mendapatkan sebanyak yang dia bisa. Berbagai

penelitian telah membuktikan bahwa masalah gri adalah masalah

intergenerasi, yaitu ibu hamil kurang gtrzi akan melahirkan bayi kurang

gizi. Pada hakekatnyc. masalatr gpn dapat diselesarkan dalam waktu relatif

singkat. Intervensi paket kegiatan unt-uk'rnengatasi masalah tersebut

yang dilaksanakan melalui pelayanan berkelanjutan {continuum carel

pada periode kesempatan emas kehidupan {uindow of opporfitnitql, yaitu

Satah satu iSiiang.,.dialami ibu hamil adalah

Kekurangan Energr Kronik Faktor 
'yang 

menyebabkan ibu hamil

mengalami kekurangan enelgi f"o"if. gdalah asupan makanan yang tidak

sesuai dengan kebutwhAn,,li$ yang terlalu muda atau tua,

beban kerja ibu yang terlalu Ur*attJ"" p.ny.allt infeksi yang dialami ibu

hamil. Kondisi bayr'dal?ry kandungan seorang ibu sangat dipengaruhi

keadaan gizi sebelu* Ari,,-Tl?S1ry-rr}rd1r+g. Ibu hamil dengan kondisi

kurang energi kronik beresiltd"melahirkan bayi dengan berat badan lahir

rendah (BBLR).

Satah satu upaya untuk mengatasi masalah ibu hamil Kurang Energi

Ikonik (KEK) maka upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

antara lain dengan memberikan makanan tambahan pemulihan selama

90 hari berturut-turut berupa makanan keluarga atau makanan kudapan

lainnya.

Angka Kematian Ibu (AKI) menggarnbarkan jumlah wanita yang

meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan

kehamilan atau penarrganannya (tidak terrnasuk kecelakaan atatr

insidental) selama keharnilan, mela.hirkan dan dalam rrasa nifas (42 h.arl

sejak janin dalam kanfuirgan dea bayr baru lahir sampai anak usia 2
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setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per

loo.ooo kelahiran hidup. sebagian besar penyebab kematian ibu
melahirkan disebabkan oleh pendarahan, kejang-kejang, infeksi
kehamilan, persalinan macetflama, absorbsi/keguguran dan rata-rata
karena terlambat dibawa ke Rumah Sakit Rujukan. Angka Kematian Ibu
bersama dengan Angka Kematian Bayi senantiasa menjadi indikator
keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Indikator ini
dipengaruhi oleh status kesehatan secara ltmttm, pendidikan, pelayanan

selama kehamilan, persalinan dan setelah persalinan.

AKI Kalimantan Tengah masih mengikuti angka nasional yaitu hasil

Survei Demograli Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2OO7 sebesar 228

per IOO.OOO kelahiran hidup kemudian meningkat lagi sebesar 359 per

1OO.0OO kelahiran hidup berdasarkan Survei Demograli Kesehatan

Indonesia (SDKI) tahun 2OL2. Jumlah kasus kematian ibu yang

dilaporkan di Provinsi Kalimantan Tengah peq. tahun zoLT sebanyak 57

kasus. Jumlahnya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah

kasus kematian ibu pa{a..tahun 2O16 sebanyak 74 kasus. Trend kasus

yang berkecimpung di -bida5ffi"i1*es . Jrlmlah kematian terbanyak
pada masa ibu bersalin dan penyebab,lgrbanyak akibat komplikasi dalam

r:, ::'. -.

persalinan seperti peadarahi*h; .yang sulit. Di Kabupaten

Barito selatan jumkdi'$ g*IT lu,, dalam hal ini kematian ibu
hamil, ibu bersalir q?4 tb,4ifa*'@a:1ahuno2o17 yaitu 4 orarrg. Jumlah
kematian bayr pada -gf1ua'''2017 yaitu 2 orang. Berdasarkan jumlah

kematian ibu, maka nngka",$ematian Ibu pada tahun 2Al,T adalah

L4gllOO.OOO kelahiran hfmp,',angt a ini lebih besar bila dibandingkan

dengan target MDGs 2OLS sebesar maksimal lO2llOO.OOO kelahiran
hidup.
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Grafik 3.3.

Angla Kematien lbu por IOO.OOO Kelahiran Hidup
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Perlu adanya upaya-upaya inovatif untuk menurunkan AKI tersebut,

salah satunya dengan program yang menitikberatkan pada upaya

perencanaan persalinan untuk mencegah terjadinya komplikasi di tingkat

masyarakat Pel$etry : 
pfunqrytt 

,h*oW, .ecre ,{UKP dan UKM) yaitu

beberapa aspek yang saling berinteraksi dalam -kematian ibu perlu

mendapat perhatian, *oF3lain aspek,IpT,, aspek pelayanan kesehatan

dan faktor non kesehS{q . Diper!}k}n kee$Bq,an persepsi dan pengertian

semua pihak mengps$ $S er#a' aspek klinis, aspek pelayanan

kesehatan dan fal-tor.r *@i'..ffie,!ffir d+En penanganan masalah

Peningkatan p.q{!..$f! , pg-tU91ian ASI ekslusif kepada

masyarakat terutarrra-kpq*i'ffi djlai $ejak hamil sampai melahirkan.

ASI Ekslusif adal lip; 
kepada bayi sampai dengan umur 6

(enam) bulan hanya Jf Air S.rrs.g.lb, (ASI) saja, tanpa makanan.:
dan tau minurnan tain kecu#,:birbp o6ar Pemberian ASI secara ekslusif

dapat mempercepat penurunan angka kematian bayt dan sekaligus

meningkatkan status gizi balita yang pada akhirnya akan meningkatkan

status gtzi masyarakat menuju tercapainya kualitas sumber daya

rnanusia yang mernadai.

Konseling ASI ekslusif dilakukan bertujuan peningkatan pemberian

ASI ekslusif pada bayr. Cakupan pemberian ASI esklusif pada bayi rata-

rata di Kabupaten Barito Selatan tahun 2Ol7 sebesar 32,40 o/o.

Berdasarkan hasil Susenas 2Ot6-2O17 , anak baduta (bawah 2 tahun) di

Kabupaten Barito Selatan meningkat pada tahun 2OL7 menjadi 90,98 o/o.

Bila dilihat rata*rata lama bayi diberi ASI pada tahun ZALT juga

ya harus merupakan
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mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya selama sembilan bulan

menjadi sepuluh bulan.

9.2. Intenrensi Gizi Terintegrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan

Prevalensi Stunting

a. KebtJakan Paugaa

Kebijakan yang telah dilakukan dalam pembangunan ketahanan

pangan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan dengan

mengembangkan cadangan pangan masyarakat ;

2. Pengembangan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan

mutu tanaman serealia, aneka kacang dan umbi, tanaman buah,

perkebunan, peternakan dan perikanan ;

3. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan ;

4. Pengembangan penganeka ragaman konsumsi pangan dan peningkatan

keamanan segar ;

Pengawasan produk dan. baha:1*,ffigpahaya
', ' :9::ii,'i:r'i!i;i i:*l:;imaxffi

Bimbingan teknis p"a" induetri rurg. Bimbingan teknis ,pa " &ar*"ttr rumah tangga pangan (IRTP), (F)
. . ,, .,.i:t;i;..jir;. :. . a --

bimbingan teknis dan monito_ri kanti:r sekolah ;

10. Pemberdayaan eeq{idi$ll daa peayuluhan keaTanan parlgan segar ;

1.1. Pembentukan dah . pemberdayaa4 k.eler-ribagaan keamanan pangan

OKKPD; :' , .-.... .,,,..rr.,r,,-.,-.

Dalam mencapai keb'ij tersebut; maka strategi yang ditempuh

dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi :

1) Melaksanakan koordinasi secara sinergi dalam penyusunan kebijakan

ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar ;

2) Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan,

penganekaragarnan konsumsi dan keamanan pangan segar

3) Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan

masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan

keamanan pangan segar ;

4) Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalarn

memecah.kan permasalahan ketahanan pangan masyarakat ;

5.

6.

7.

8.
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a. Fokus pada 1.OOO hari.

berusia 2 tahun. ':

5) Mendorong sinkronisasi pembiayaan progr€rm aksi antara ApBN, ApBD
dan dana masyarakat ;

6) Memecahkan permasalahan stategis ketahanan pangan melalui
mekanisme Dewan ketahanan pangan.

b. KebiJakan ctzi
Untuk perbaikan gizi, maka arah kebijakan yang dilakukan adalah melalui :

1. Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat ;

2. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan
anak balita ;

Menciptakan kondisi bag. perorallgan, keluarga, kelompok dan
masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi
dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahllan, sikap dan
perilaku hidup bersih dan sehat, melalui pendekatan pimpinan, bina
suasana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya
dilakukan melalui pembinaan PHBS pangan dan gSzi ;

Pengambilan kebijakan sehat bidang pq1lgan dan gizi.

Strategi Program perbaikan Gizi Kabupaten Barito Selatan mengacu pada
strategi Provinsi dan Nasional se

3.

4.

,,sejak ibu hamil sampai anak

d. Peningkatan kemitraan dan kerjasErma lintas sektor.
e. Peningkatan Kapasitas::. ,untuk : U kerjasama antar pemangku

kepentingan; 2l memfasititasi kerjasama; 3) melaksanakan kerjasama;
4) pemantauan dan evaluasi kinerja; 5) identifikasi dengan berbagai
pengalaman atau model-model intervensi serta; 6) advokasi dalam rangka
peningkatan komitmen politik dan mobilitas sumber dana dan bantuan
teknis.

Upaya Program perbaikan Gizi Kab. Barito Selatan dalam percepatan
perbaikan gizi adalah :

a. Pendidikan glzi dan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Nasional
Kadar Gizi Kadar Gizi melalui : Kampanye tingkat Nasional dan daerah,
advoka.si dan sosialisasi gizi kepada lintas sektor, lernbaga legislatif, LSM,
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pelaku industri dan dunia usaha; serta peningkatan kapasitas

komunikasi petugas dan masyarakat.

b. Peningkatan kapasitas melalui : Pelatihan Fasilitator dan petugas

(Konseling men5rusui, MP-ASI, pemantauan pertumbuhan, tatalaksana

anak gzt buruk/kretin, penanganan kedaruratan gzi penggunaan

software Nutriclin) ; dan pembinaan teknis.

c. Penyediaan suplemen glzi dar: alat penunjang berupa : Kapsul vitamin A,

tablet tambah darah, Mineral Mix, Taburia, MP-ASI buffer stock, alat tes

cepat beryodium, kit konseling menyusui ).

Tatalaksana kasus gizi buruk/kurang melalui : Anak gizi kurang diberi

PMT pemulihan : Anak gizi'buruk dirawat sesuai standar : {Anak dengan

komplikasi rawat inap di RS, Puskesmas Perawatan atau TFC ; tanpa

komplikasi rawat jalan).

3.3. Kerangka Kelembagaan

Tim Rencana Aksi Daerah Pangah dan Gizi Kabupaten Barito Selatan

telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor

188.45/ L54/2Ot8. Tim pengarah
: ': :.

Pimpinan Perangkat Daerah yang,
l# dari,,,iir,rsur Pimpinan Daerah dan

arahan terhadap RAD-PG mulai
dari penyusunan, pelaksan"ro, difu.,.1$ an sefta evaluasi, d.engan tugas :

pen)rusunan, kebijakar,r., yans* dalam RAD-PG, serta

b.

a. Memberikan arahan d4lam Slqrusunan RAD-PG antara lain koordinasi

,'

kepada Gubernur Kalimantan
Tengah.

c. Memberikan arahan dalant*.p,gS!g1q,ggq'- RAD-PG termasuk kebijakan
pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas.

d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi.

e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur.

Sedangkan untuk tim teknis terdiri dari Perangkat Daerah dan unit
pelaksana teknis yarrg terkait dalarn proses RAD-PG, dengan tugas :

a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penJrusunan RAD-PG

b. Melakukan penyusunan RAD-PC} mulai dari membuat jadwal dan rencana

kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan
pen5rusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan kepada Tim
Pengarah.
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c. Menyampaikan draft RAD-PG kepada Tim Pengarah untuk proses lebih

lanjut.

d. Mensosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan daerah.

e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG

f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai

masukan Tim Pengarah.

g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

3.4. Pengelompokkan Instansl Pelaksana (Pemerintahf

Untuk mengimplementasikan rencana aksi tersebut, terdapat

pelaksanaan dari berbagai pihak, baik SKPD maupun instansi vertikal terkait
yaitu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di dalam mempermudah

pelaksanaan di lapangan, SKPD dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pilar
yaitu :

1. Perbaikan Gizi Masyarakat, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan, Dinas Pengendalian Pendui k, Keluarga Berencana dan

Pangan, Dinas

Dinas Ketahanan

4. psnlngkatan Perilalqr llidup nersit' , *o. ' sahatr melibatkan Dinas

Kesehatan, Dinas Pendidii*aa n11+{,et<.11aan Umum dan Penataan Ruang.

5. Koordlnasi Pembangunafi,'Pa4*Bca Glzi, melibatkan Bappeda, Dinas

Ketahanan Pangan ,Perikanan dan Peternakan, beserta dinas lainnya.

3.5. Pembiayaan

Penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan

program., dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan

ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dana dapat diketahui

lebih arval dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber

lainnya. Besar dana indikatif untuk program dan kegiatan hendaknya dapat

dimiliki pusat dan daerah.
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3.5. Strategi Pengembargar Kapasitas

Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan

adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan

pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang

dapat dilakukan adalah dengan cara berikut :

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia

sehingga program yang direncanakan dapat terlaksanan sesuai dengan yang

diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM

untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1OOO HPK.

Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk , yaitu :

a. Preseruie trainirtg

Kegiatan preservice training yang dilakukan meliputi pengembangan

kurikulum yang sesuai dengan isu strate* gzi bagi perguruan tinggt atau

pusat pelatihaa, tenaga,kesehatan. U:rtuk memastikan hal ini salah satu

yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan

dan gjn dalam kurikulum rump'ua iimu kesehatan dan kurikulum ilmu

pertanian yang bisa di$adikan_,: 
1, 

syarat akreditas perguruan tinggr.

Pemerintah pusat, ppgsjltsir. *,J.ffiaan kota juga perlu bekerjasama

dengan lembaga profesi dif ry p@t, slnerti : Persatuan Ahli Gizi

Indonesia (Persagi), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gizi

Medik Indonesia if Uttii Ilcatan ..Oof.t*q Anak Indonesia (IDAI),

Persatuan Obsteri ,$4 'ttnekolqi" lndonesia (POGI), Ikatan Ahli

Kesehatan Masyarakat tg..{9nryia,,..gnKMl1, Pergrzi Pangan, organisasi

penyuluh pertanian, dq{r'9ig*isasi nerfl! lainya, sedang di daerah

pemerintah provinsi d#,@l*b6''aaprt bekerjasama dengan

perguruan tinggr dan lembaga..swedaya masyarakat yang ada di daerah

untuk membuat kurikulum atau modul pelatihan yang mendukung

kompetensi untuk melaksanakan isu-isu 1OOO HPK.

b. Onthe job/in seruie training

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan

pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan LO0O HPK untuk
mendukung berbagai kompetensi terkait 1OOO HPK, diantaranya adalah

komunikasi konseling, pen5ruluhan, dan praktik implementasi intervensi

seperti inisiasi merqrusu dini (IMD) dan pembuatan MPASI, STBM,

penganekaragaman p€mgan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD,

kesehatan reproduksi. Materi untuk on the job training disediakan oleh
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tim khusus yang dikoordinasikan oleh polqja pelatihan Germas 1OOO HPK

dan di tingkat provinsi berkoordinasi dengan Bappeda provinsi dan
Bappeda kabupaten/kota untuk tingkat kabupatenfkota, yang akan
dipimpin oleh Gubernur, Bupati, atau Watikota.

8.7. Strategi Advokasi dan Komunikasi
Advokasi adalah kombinasi dari desain dukungan individu dan sosial

untuk meningkatkan komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan

sosial, dan dukungan sistem untuk tujuan program kesehatan tertentu (WHO,

1998). Advokasi merupakan strategi untuk mempengaruhi para pengambil

keputusan khususnya saat menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan
mengambil keputusan keputusan yang menyangkut masyarakat, Agar
mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan pemenuhan kondisi dan
asumsi tersebut diperlukan adanya advokasi kepada stakeholder terkait dalam
mencapai komitmen pengambil kebijakan, dan stakeholder yang terlibat
sehingga diperoleh pendanaan, sumber daya manusia yang cukup, metode

intervensi yang tepat, dan peningkatan cakupan serta keberlanjutan intervensi
yang dilakukan, koordinasi antar pemgrintah provinsi dan kabupaten serta
koordinasi lintas sektor berjalan denga4 baik.
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Bab fV. PEMANTAUAN DAN ETIALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program percepatan pencapalan sasaran

pembangunan Pangan dan Gizi pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau

pemangku kepentingan (stakeholder). Pemantauan dan Evaluasi oleh lembaga

pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)

terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta

mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Sasaran Pembangunan

pangan dan Gizi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program percepatan pencapaian

Sasaran Pembangunan Pangan dan Gtzi Kabupaten Barito Selatan juga bisa

dilakukan secara independen oleh lembaga - lembaga Non pemerintah seperti LSM

ataupun Perguruan Tinggi. Hasil pemantauan dan evaluasi baik yang dilakukan oleh

Lembaga Pemerintah maupun Lembaga - Lembaga Non Pemerintah diversifikasi dan

dikonsolidasikan oleh sekretariat Tim Pengarah dan kelompok kerja Pen5rusunan

Rencana Aksi Daerah Pencepatan Pencapararl Sasaran Pembangunan Pangan dan

GizL Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OL9-2A22 agar dihasilkan laporan

pemantauan dan evaluasi yang sistematis.

ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat keslniangan antara keadaan yang telah

dapat dicapai, sehingga

dengan demikian akan dapat diketahui tingket ejg$1itas dan efesiensi kegiatan yang

telah dilaksanakan, untuk selanjutrrSra .de.p+ diambil langkah langkah guna

meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

Ada dua tujuan/kegunaan utry3. , peAq!.tau ''dan evaluasi pelaksanaan

percepatan pencapaian Sasaran Pembangunim fangan dan Gizi yaitu :

1. Kegunaan terkait dengan operasional yaitu :

a. Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk

mencapai Sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi yang dikehendaki dan

sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentrrkan

keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian Sasaran Pembangunan

Pangan dan Gizi yang dilakukan;
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b. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan perubahan-perubahan /

modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program percepatan pencapaian

Sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan;

c. Melalui pemantauan dan evaluasi, akan dikembangkan tqjuan-tujuan serta

analisis informasi yang bermamfaat bagi pelaporan kegiatan.

2. Kegunaan terkait dengan kebijakan yang mencakup :

a. Berdasarkan hasil evaluasi, akan dirumuskan kembali, strategi percepatan

pencapaian Sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi pendekatan, serta asumsi-

asumsi yang digunakan.

b. Untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang

hubungan antar kegiatan progrerm pembangunari., yang sangat bermanfaat bagr

peningkatan efektifitas dan efesiensi kegiatan di masa-masa mendatang.

Secara lrmtrm, kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjawab pertanyaan

sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang

direncanakan ?

2. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan berhasil ? jika berhasil faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kebertrasilannya ? dan apabila tidak

berhasil, hal-hal apa saja yang..pneny-e9,,38,,.5arr k€tidak berhasilan tersebut ?

mengapa ? ''"' ,;S' ,, , ,.

3. Apakah kita akan mengulangrnya laei de+S€n berbagai perbaikan atau melakukan

Pelaksanaan pem€urtauan dan evat$asLd,,1ffi 
"t3_O"tdasarkan 

kriteria atau

manfaat maupun

a. Menilai kemqjuan pelaksanaan program perCepalpn pencapaian Sasaran

Pembangunan Pangan dan Gizi. i-r'',:" 
,, . , ' ,,

b. Mengetahui kendala-kendala dan . peirtdsalahan yang ditimbulkan oleh

pelaksanaan prograrn.

c. Mengukur keluaran/hasil, rnarfaat/maksud dan atau dampak pelaksanaan

program pembangunan pangan darr gizt dengan menggunakan indikator-indikator

yang telah ditetapkan.

d. Sebagai ump€u3. balik untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan khususnya pembangunan dalam upaya perbaikan gizi masyarakat,

indikator kinerja baik indikator masu{gii keluaran
:

dampak. Tqjuan pelaksanaan perna*tauaa daii'b+aluasi adalah
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peningkatan akses pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS) dan penguatan kelembagaan pangan dan gSzi.

4.1 Indikator yarg Dipantau

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, telah ditetapkan indikator
kinerja dalam pembangun€m pangan dan gtzi, ssfoegaimana tabel dibawah ini.

Tabel4.1.
Indikator Perbaikan Pangan dan Ctizi

Pilar Indikator KlnerJa Utana/Output
psrengkat

Daerah

Capatan
Tahun

Terafrhfu

Target
Tehun 2O19

1 2 3 4 5

PlIer : Perbalkan Crizi trfiasyaraLat

Persentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan atenatal minimal empat kali {K4)

Dinkes 7gYo

Menurunnya angka kematian bayi per 1.OOO

kelahiran hidup
Dinkes 2/1.oOOKH

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
per 1OO.OO0 kelahiran hidup

50/1O0.000KH

Presentase Balita Gizi Buruk Dinkes 2,2 % (2OL6l

5,8% (20t7l

Cakupan bumil dengan komplikasi yang

Ditancali
Dinkes 26%

Cakupan pertolongan persalinan oleh ibi&n

atau tenaga kesehatan yang memiJ,iki ' ,.. .:,.i1

kompetensikebidanan .- ...

.:ir:;. DinkeS
.'air:!ia -

84,60/o lz0l7l

Cakupan pelayanan anak balita . ,Biakes. 33,47o/o {?OLT)

Cakupan neonatal dengan komplikasi yaglg iirpi_t:!:i: *liirkes- 24,3Yo l2OL7l

Cakupan kunjungan bayi . .'. , ..." 'l .'r,'rbi*rkes 7O,5lo/o (20t7l

Pemberian makanan pendamping A$!._iida
usia 6 blr, -24 bln keluarea miskin

;:r;ar:r:ri

,' -.:r{Biiikes
:l'**.,+i"i:r.l -.

.-t.;j,j;;i::',:;1:1

25O Org

(2O77)

Balita Gizi Buruk mendarrat Derauratah Dinkes 5 Org

Pelayarran kesehatan dasar pasien &$ keluarga
Miskin i:,: r .

Dinkes 353 Org

(2oL7l

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien,

masyarakat miskin

190 Org

tzo1s)

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)

Dinkes 85o/o

(2Ot7l

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
Setinskat

Dinkes 1O0o/o

(2or7l

Penernuan Penderita Ptreumonia Balita Dinkes 1 Org

Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan untuk tiap unit peLavanan
Dinkes 82o/"

Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah
{BBLRI. {oersen}

Dinkes 2o/o

(2ot7l
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I 2 3 4 5

Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bln

vans mendapatkan ASI ekslusif {persen)

Dinkes 344/o

(2or7l

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada

anak balita loersen)

Dinkes 24o/o

(2ot7l

Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita

foersenl

Dinkes t7o/a

(2Ot7l

Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting)

pada anak baduta {bayi bawah 2 tahun) (persen)

Dinkes llo/o

(2ot7l

Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada

oenduduk usia > 18 tahun (persen)

Dinkes L4o/o

QarTl

Ansla melekhuruf (%) Dikbud 99,9Oo/o

Ancka Partisioasi Kasar (APK Paud Dikbud 43,94Yo (2013) 98,820/o

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Dikbud 116,51%o
/2OlS 99,OO"/"

Aflska Partisioasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Dikbud 98,360/" (2O13 96,500/0

Angka Parlisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Dikbud 92,L6"/o (2013) 96,OOYI

Kepemilikan akta kelahiran per 1o00 penduduk Dukcapil 4O.95Vo (20r7l 70.47a/o

Persentase keluarga yang memiliki akta

Perkawinan

Dukcapil 23.85o/o (20l7l 61.93o/o

Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional Dukcapil 91.62"/o (20l7l 95.81%

Persentase jumlah penduduk yang memiliki KIP
Elektronik (eKTP)

Dukcapil 89.46% QAfil 94.73o/o

Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga

Pemerintahan (%)

DP3A 43.54

Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga

Swasta (%)

DPAA 56.46

Rasio KDRT o.o042 o.oo25

Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Ana&,... ' 100.00 100.oo

Tindakan Kekerasan (%)

Diopef.Iqdagkop n
i.i.i::.::r;i::;..;[r.lll[KM 1

2,789 2,979

Jumlah Koperasi Aktif 207 207

Jurnlah industry 160 L77

Jumlah pasar desa/kec.
DtsperiAda,gkqp n

UMKM
56 56

Pihr 2 : Peningtetaa Atsesibilitas Pargar ya[g
Beragam

Jumlah pembangunan/revitalisasi pasar' ra.k5zat'
.*ispeilOdagkor n

UMKM
4 5

Produksi padi sawah (ton) DKPPP 10,007.40
(2o12) 20,318.06

Produksi padi ladang (ton) DKPPP
1,658.OO

/2AL2I 3,053.05

Produksi jagung (ton) DKPPP 322.50 (2OL2l 3,600.00

Skor poLa harapan pangan DKPPP 87.4 (zAI2) 98,O2

Ketersediaan pangan DKPPP
L6,644.39

(2Or2l t7,98t.52

Regulasi ketahanan pangan (perbub) DKPPP SK. DKP 1 SK. DKP 1
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I 2 3 4 D

Tingkat konsumsi energi (kkal/ kapita/hari) DKPPP
2,433.1O

t20t2t 2,+14-80

Produksi dagrng sapi (ton) DKPPP
57,197.00

(2ot2) 74.0OO,O0

Produksi dagrng kerbau (ton) DKPPP
9,332.00

t20t2l 3O,OOO.OO

Produksi dagng babi (ton) DKPPP
123,650.00

(2Ot2l 78,601.OO

Produksi dagng ayam buras (ton) DKPPP 550,308.O0
(2Or2l 54,715.OO

Produksi dagng ayam ras pedaging (ton) DKPPP
1,019,520.00

(2or2l 602,O00.o0

Froduksi telur buras DKPPP 34,838.0O
(2oL2) 42,299-AA

Piler 3 : Penirgkatan Pengarrasan Mutu daa Keamanan Pangan

Jumlah Desa Pansan Aman DKPPP 48 {2016) 65

Persentase sarana air minum yang dilakukan
neflp,lwesAn

DLH 100%

Produksi perika:ran budidaya (ton) DKPPP 4,A37.67
t20721 7s52.28

Produksi perikanan tangkap (ton) DKPPP 9,479.46
QOLzI

6435.29

Peninslgtan konsumsi ikan masvaral<at &s) DKPPP

PeninsLatan produksi hasil pensolahan {tonl DKPPP 155.OO

Konsumsi ikan ks/kao /tahunl ..DKPPP 32.50 {2OL2l 42.21

Piler 4: Pelrlnskaten Perllaku lllduo Beteih daa Sahet

Rumah tinssal vans bersanitasi ; i:i-.;:.t. DPU N/A 600/o

Rumah tanssa pengzuna air bersih , 
j:lCaii,,jr:OpU N/A 8L.77o/o

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TP$l fiji.:,,:-.,.

oersatuan oenduduk '
rrl-:.tffi-H 29,000 m"

Pencemaran status mutu air f%) .,'.i :.DLH IOOo/o

Pilar 5 : Koordinasi Pembanrnrnan Pansan dan Glzt
s3 93

Jumlah Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan vans dapat difasilitasl 'i i '.

L2 t2

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat qi{r*'
yans terlatih

45 45

Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses ...
TTG -.:. 8 10

Untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan perlu

dari lintas sektor , baik pemerintah man-rpun non pemerintah

pelaku usaha, media, mitra pembangunan dan masyarakat

mengambil peran. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang

pemerintah dan non pemerintah dengan tduan yang sEuna akan

kapasitas dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan.

adanya peran

dalam hal ini
harus turut
baik antara

meningkatkan
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Waktu dan Pelaksana Pemantauan

Untuk melaksanakan pemantauan perlu ditetapkan target atau output

yang ingin dicapai, siapa sqia yang berperan, oPa s4ia input dan proses yang

harus dilakukan. Secara garis besar informasi ini diperoleh dati logical fram.e

work. Namun agff lebih terukur dipilih beberapa indikator kineda utama untuk

setiap SKPD yang akan terus dipantau pencapaiannya dalam kurun waktu

tertentu. Indikator diperoleh dengan memilih indikator kinerjanya yang berasal

dari RpJMD maupun Renstra SKPD atau kegiatan lainnya yang relevan

terhadap upaya perbaikan gjzt darl berkaitan dengan output dan outcome yang

ingin dicapai. Indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat

mend.orong tercapainya output dan outcome dari RAD-PG 201,9'2022. Oleh

karena itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses

perencanaan, pelaks€ulaan dan evaluasi program terkait.

Kegiatan pemantauan percepatan pencapaian Sasaran Pembangunan

pangan dan Gizr irli dapat dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai

berikut:
1. Pemantauan pada saat program berjalan, kegiatan ini dilakukan setiap 3

(tiga) bulan sekali. .,"
Dengan demikian kegiatqn.f.*ag-61p1 bukan merupakan kegiatan yang

sekali saja dilakukan pada saat {{!i preqylln/kesiatan tetapi kegiatan yang

$erta pelaksana pemantau

merupakan semua pelaku' / iiifang : o-erkepentingan terhadap

pencapaian sasaran Pem

Provinsi Kalimantan Ten$.''Og-....r5?*"*lglLhrn,'. fliaf.u pemantauan dalam
':

kebijakan dan program Peneapaian S"ggl.?, Pernbahgunan pangan dan Gizi di

Kabupaten Barito Selatan Proyinsi'@iin11q1 'T;,,1$att adalah pemantau bagi

pelaksanaan program dan kegie$41y.,3, se.q{1q!,.l,,,''

4.3 Pelaporan llasil Pemantauan " ':

Pengendalian hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan setiap 3 (tiga)

bulan sekali dalam suatu rapat koordinasi pengendalian.
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4,4 Indikator-indikator yang Dievaluasi

Indikator yang dievaluasi adalah semua kebijakan dan program yang

terkait dengan upaya pencapaian Sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi di

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

4.5 trIaktu dan Petraksana Evaluasi

Kegiatan evaluasi terbagi dalam berapa tahapan, antara lain :

1. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk
mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun,

2. Evaluasi akhir (summative evaluation), dilakukan pada akhir periode

rencana aksi ini yaitu tahun 2022.

Pelaksana evaluasi juga merupakan stakeholder yang terkait dengan

kebijakan dan progruun kegiatan yang terkait, sehingga dengan demikian

diharapkan dapat terlaksananya prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas

dan partisipasi. Tim pengarah bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil

pemantauan dan evaluasi yang dilakuka.n oleh masing-masing stakeholder /
SKPD.

4.6 Pelaporan dan Hasil Evaluasi

Kegiatan evaluasi secara prinsip..rneiup"k.r, kegiatan tahap pelaksanaan

dan akhir suatu prograrn dan,,k9glatan, untuk menilai apakah sebuah

kebijakan dan program dilaksrra-rn'dan mencapai hrjuan yang diharapkan

atau tidak. Dengan demikian hasil, evaluasi:ldisampaikan SKPD terkait setiap

akhir tahun anggaran akan meqiadi .acuan untuk pelaksanaan kegiatan

berikutnya.
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Daftar hrstaka

Bappenas RI.2O13 KerangkaKebijakan Gerakan IOOIHPK. Bappenas Rl

Situasi balita pendek pusat data dan informasi, Kementrian Kesehatan 2016

Stanting dan masa depan Indonesia, Millennium Challenge Account - Indonesia

Pedoman RAD PG tahun 2OL5- 2OL9, Kementrian PPN/Bappenas 2015

pedoman Monitoring dan Evaluasi Provinsi RAD PG, Kementrian PPN/Bappenas 2015

RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2Ol7-2O21

Renstra Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2OL7-2O2L, Badan

Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI 2015

Renstra 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Menko Kesra,

2015

Renstra Kementrian Kesehatan 2OL5-2OL9

Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Date Perkawinan Usia Anak di Indonesia, BPS-

Unicef

Profil Kesehatan Provinsi Kalteng 2018 . ,_

Profil Kesehatan Kabupaten Barito.seiatan 2OLT

Pedoman Program Pemberian dan Mutu Tablet Tambah Darah Untuk

Ibu Hamil, Jakarta 2015, Millennium C { Se'$ffiunt'Indonesia
RISKESDAS 2Ot3 Badan Penelitian dhn' angan Kesehatan Kementrian

Kesehatan Tahun 2013 i ' :

'', . '
Buku Saku Pemantauan Statu$ , inerja Gizi tahun 2015,

, Masyarakat, Kementerian

- , :*l$'.i.rii

Direktorat Gizi Masyarakat, Direklqrat

Kesehatan RI Maret 2016 : '"',
Barito selatan Dalam Angka, BPS-sabupaten B-arito Se&.tan 

'2016

Sensus Pertanian 2OL3, BPS Kabupatarq 2Ot3

Kalteng Dalam Angka, BPS Provinsi Kalirrr'entan'TiengFh ZALT

Potret Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah, 2OL6

Statistik Air Bersih, Kalimantan Tengah, BPS Kalimantan Tengah 2015

Statistik Tanaman Padi dan Palawija Kalimantan Tengah, BPS tahun 2015

Peta Tematik Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Tengah,

Kalimantan Tengah 2015

Indikator Kesejahteraan Ralryat Kalimantan Tengah, BPS Kalimantan Tengah 2015

Harga produsen Gabah, Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kalimantan Tengah 2AL6

Laporan Tahunan Badan Ketahanan pangan 2OL6, Kementrian Pertanian RI tahun

20L7.

Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2Ot7.
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Trihono, Atmarita, Dwi hapsari rini, Anies Irawati, Nur Handayani Utami, Teti

Tejayanti , Iin Nurlinawati, Pendek (stanting) di Indonesia, masalah dan solusinya,

Badan Penelitian dan Pengembangal Kesehatan 2015.

Kementrian pertanian November, 2014. Ketahanan Pangan dan Gizi, Temu Ilmiah

Internasional (Persagi) Badan Ketahanan Pangan.

provinsi Kalimantan Tengah, 2015. Seri Analisis Pembangunan Wilayah.

Dewan Ketahanan pangan, Kementerian Pertanian dan Wortd Food Programme (WFP)

2015, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia.

INFID, 201.5, Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dokumen ini

menpakan terjemahan dari outcome Document Transforming Our World: the 2O30

Agenda For Sustainable Development.

Kemenkes RI. 2OO7. Riset Kesehatan Dasar.

Kemenkes RI Kemenkes RI.2OlO. Riset Kesehatan Dasar 2010.

Kemenkes RI Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013.

Kemenkes RI Kemenkes RI 2014. Riset Kesehatan Dasar 2014.

Kemenkes RI Kemenkes RI 2014. Riset Kesehatan Dasar 2015.

Pedoman Gizi Seimbang z}l4.Tersedia dihttp:/ /gizi.d,epkes.go.id/Pgs-2O14-2

Kemenkes RI, 2AI2, Pedoman Perencanaarl-,F:ogram Gerakan Sadar Gizi dalam

Undang - Undang No 18 tahun 2Ol2 tentnng P41-gan.

Unicef.lggO.Strategr for lmproved Nutrition of Children and Women Indeveloping

Countries.Po1icyReveiwPaper,NewYork,..']...

Unicef. Pand.uan Pelatihan Advokasi Berb4sis Komunikasi Persuasif

UNSCN 2O1O "Maternal Nutrition" Chapter Three in the Sixth Reportonthe World

Bappenas RI. RPJMN 2015-2019, Bappenas RI,
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DAI'TAR SINGKATAN

AEC ASEAN Economic Community

AIDS Acquired Immunodeficiency S5rndrome

AKG Angka kecukrrpan glzi

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

API Annual Parasite Pate

APK Angka Partisipasi Kasar

ASEAN Association of South East Asia Nation

ASI Air Susu Ibu

Bansos Bantuan Sosial

Bappenas Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

BB Berat Badan

BB/U Berat Badan Terhadap Umur

BBLR Bayr Berat lahir Rendah

BKKBN Bgq-cncana Nasional

BKP

BOK

BOP Biaya Operasio-na1,Pe

BPOM

BPS

BP3D

CRF CommonResults Framework

CSR Corporate Social &eep.qnsibility

DAK Dana Alokasi Khusrrs

Desa PAMAN Desa Pangan AIam

DFI District Foot Inspector

GDP Gross Domestic Product

Gernas Gerakan Nasional

HIV Human Immunodeficiency Virus

HPK Hari Pertama Kehidupan

IBI Ikatan Bidan Indonesia

IMD Inisiasi Men5rusui Dini

IMT Indeks Massa Tubuh

ISPA Infeksi Saluran Pernapasan Akut
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ndustri Rumah Tangga PanganIRTP

IUGR/PIT Intra Uterine Growth Restriction / Pertum buhan J anrn' IernalnDat

Keluarga BerencanaKB

KEK

Kemen PPPA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan pefllnctungan Anar(

Kementrian Keseha.tarr

Kemen PUPR

Kemenaker

Kemendag

Kemendagri

Kemenkes

Kemenko PMK gid pembangunarl Manusia & Kebudayaan

Kemenkominfo an lnformatika

Kemenperin Kementrian Perindustrian

Kemenpora Ohhraga

Kemensos Kementrian Sosial

Kementan Kementrian Pertanian

KIE

KKP

MPASI

PAUD -r:i!-!ii:.
':1ii i1

Pergizi Pangan

Persagi

PHLN

PKH

PKK

PKBI

PTM Penyakit Tidak Menular

PPH Pola Pangan Harapan

Riskesdas Riset Kesehatan Dasar

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SDGs Sustainable Development Goals

SKPG Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

SUN Scaling Up Nutrition

Sr:senas Sr.rrrrei Sosial Ekonomi Nasional

TB Tinggr Badan
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TB/u Tinggi Badan Terhadap Umur

UNICEP United Nations Children's F\rnd

wHo World Health Organization
Iil/US Wanita Usia Subur

RencanaAksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Barito Selatan 62



Iffi 
aAon N PEREN:ANMN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITa IELATAN

GLOSRY

1OOO Hari
pertama
kehidupan

27O h.ari masa kehamilan dan 73O hari pada kehidupan pertama
bayr (usia 2 tahun) merupakan masa yang sangat menentukan
kondisi kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan di masa ya"ng

akan datang periode ini sering di sebut periode emas, dan Bank
Dunia menyebutnya sebagai " Window of OportunitJ/

AKG Angka kecukupan Gizi, sejumlah zat gjn / energi yang diperlukan
oleh seseorang dalam suatu populasi untuk hidup sehat.

Anemia Rendahnya kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal
atau standar yang telah di tetapkan ( standar bervariasi di tentukan
oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi kehamilan)

ASI Ekskusif ASI yang di berikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam)
bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan
dan minuman lain.

BBLR Bayi lahir dengan berat badan rendah ( kurang dari 2.500 gram )

Diversifikasi
Pangan

PenanekaragAqan pangan atau diversilikasi pangan adalah upaya
peningkatan konsumsi anbka ragam pangan dengan prinsip
seimbang.

Double
Burden
Mainutrition

Beban ganda masalA,h gzt, raprypakan kekurangan gzt dan
kelebihan gzi yang terjadi di semua siklus kehidupan

, ,.r' ..," _ r-ili.tit..iji6.::
Gizi Kurang Dikenal

BBIU ( berat badan me*@ut tlre

merupakan kegagalan untuk
, diuh-rr berdasarkan indikator

:1

Gizi
Seimbang

IMT dibagi

IURGR atau
PJT

Pertumbuhan Janin
Terhambat merupak*$",r€-!.${4@:pe&mbuhan janin dalam rahim
yang ditandai dengan: oe-r.at-6"y, Iahir kurang dari 10 persentil
dengan usia kehamilan normal ( lebih dar1,37 minggu )

Keamanan
Pangan

Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari
kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia
serta. tidak bertentangan dengan agarna, keyakinan dan budaya
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Konsumsi
Kalori

Jumlah energi yang dikonsumsi penduduk / seseorang dalam
satuan kalori per kapita per hari

Konsumsi
Pangan

Jumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum
penduduk / seseorang dalam satuan gram per kapita per hari.

Kurang
Energi Kronis

Suatu keadaan dimana jumlah energi yang dikeluarkan sa-rna
dengan jumlah energi yang dikeluarkan sam.a dengan jumlah energi
yang dikonsumsi namun tubuh memiliki berat badan dan cadangan
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-.-_.--;_---_,energr yang rend@gan IMT < 18,5 atau lingkar lengan

atas <23,5 cm
Kurus Dikenal dengan wasting, kegagalan untuk mengapal percumDu.nan

yang optimal, berdasarkan BB I TB ( berat badan menurut tinggi

badan)
Overweight Kelebihan berat badan yang pada anak - anal< dltanctal oengan

score BB I TB >2 (berat badan terhadap umur) atau score IMT/U>I

s.d <2 (IMT terhadap umur) pada anak dan IMT > 25 pada orang

dewasa
Pangan Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayaU procruK pertanlan,

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,

t"L yang diolah maupun tidak di olah yang di peruntukkan sebagai

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk Bahan

Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainya yang di

gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau
pembuatan makanan dan minuman.

Pendek ng, merupakan kegagalan untuk
mencapai pertumbuhan yang optimal, diukur berdasarkan

indikator TB ./U, ( tinggi bad"tr.ry9tqryt ,.
Skor PPH

Status Gizi

tungkai
WUS wanit* g lberada pada usia reproduktif,

..

usia 15 - 49 tahun,.,,
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